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KATA PENGANTAR 

 

Kurikulum 2013 dirancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi sikap, 

pengetahuan dan keterampilan secara utuh. Keutuhan tersebut menjadi dasar dalam 

perumusan kompetensi dasar tiap mata pelajaran mencakup kompetensi dasar 

kelompok sikap, kompetensi dasar kelompok pengetahuan, dan kompetensi dasar 

kelompok keterampilan. Semua mata pelajaran dirancang mengikuti rumusan 

tersebut. 

Pembelajaran  kelas X dan XI jenjang Pendidikan Menengah Kejuruhan  yang disajikan 

dalam buku ini juga tunduk pada ketentuan tersebut. Buku siswa ini diberisi materi 

pembelajaran yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterapilan dalam 

menyajikan pengetahuan yang dikuasai secara kongkrit dan abstrak, dan sikap 

sebagai makhluk yang mensyukuri anugerah alam semesta yang dikaruniakan 

kepadanya melalui pemanfaatan yang bertanggung jawab. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan  siswa untuk mencapai 

kompetensi yang diharuskan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam 

kurikulum 2013, siswa diberanikan untuk mencari dari sumber belajar lain yang 

tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru sangat penting untuk 

meningkatkan  dan menyesuaikan daya serp siswa dengan ketersediaan kegiatan 

buku ini. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan 

lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 

Buku ini sangat terbuka dan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk 

itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan untuk 

perbaikan dan penyempurnaan. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. 

Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia 

pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka 

(2045). 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi  

Menurut Nybaken (1988), lautan sesungguhnya merupakan tapal batas terakhir 

bagi manusia untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi di planet ini. Keganasan 

dan luasnya lautan bersama dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk 

daratan yang secara alamiah memiliki kekurangmampuan untuk memasuki 

perairan yang dalam, menyebabkan bertahun-tahun lamanya lautan dan 

komunitasnya aman dari campur atau pengaruh kegiatan-kegiatan manusia. 

Karena selama berabad-abad populasi di dunia semakin meningkat, maka luas 

areal lahan berubah secara nyata, tetapi laut relatif tetap tidak tersentuh. 

Pemanfaatan utama lautan selama berabad abad ini adalah sebagai sumber 

pangan. Tetapi karena alat-alat tangkap yang tradisional serta terbatasnya daerah 

jelajah kapal-kapal, maka pengaruh aktivitas perikanan tidak berarti. 

 

 

Sumber: Koleksi pribadi 

Gambar 1. Kemajuan teknologi penangkapan ikan membuat manusia 
mampu menembus semua bagian laut.  
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Selanjut Nybaken (1988) menjelaskan, ketika memasuki abad ke-20, semua 

tersebut kondisi tersebut di atas telah berubah. Ledakan teknologi telah membuat 

manusia mampu untuk menembus semua bagian lautan. Laju pertumbuhan 

populasi manusia yang cepat, disertai teknologi canggih, dalam dekade yang agak 

singkat secara nyata telah berpengaruh pada ekologi lautan.   

Otoritas perikanan dunia maupun lokal, telah memberikan informasi secara jelas 

dan nyata tentang penurunan stok ikan diseluruh area perikanan yang diakibatkan 

oleh tekanan penangkapan. Stok ikan yang sudah mengalami penurunan tidak 

hanya turunnya stok ikan ekonomis penting tetapi ikan-ikan yang selama ini 

dianggap kurang ekonomis pun mengalami penurunan dari segi jumlah maupun 

jenisnya. Ini diidentifikasi karena terganggunya fungsi keseimbangan ekosistem 

itu sendiri. 

Pada tahun-tahun terakhir ini kondisi yang diidentifikasi oleh Nybaken (1988) di 

atas sudah menuju pada kondisi penurunan stok yang nyata. Penurunan ini jelas 

disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan yang ditandai dengan f: 

1. Penurunan jumlah dan ukuran ikan hasil tangkapan 

2. Penurunan jenis ikan yang akan ditangkap 

3. Untuk mengambil ikan-ikan pada jumlah yang sama dibutuhkan upaya yang 

lebih besar. 

Terancamnya kelestarian sumber daya ikan di laut seperti yang dibahas di atas, 

sebenarnya didominasi oleh tekanan penangkapan ikan yang berlebihan dan 

penurunan kualitas lingkungan hidup perairan (ekosistem) itu sendiri.  

Tekanan penangkapan oleh nelayan itu sendiri didominansi oleh 2 (dua) hal yaitu 

tingkat kebutuhan ekonomi (economic driven) dan kegagalan penerapan regulasi 

kebijakan (policy failure driven).  Ke dua hal tersebut menjadi masalah utama pada 

krisi s perikanan dimana tidak terkendalinya intervensi manusia dalam mengelola 

sumber daya ikan (Fauzi, 2005).  
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Sementara untuk faktor penurunan stok akibat proses alamiah, dianggap sebagai 

hal yang tidak perlu dikhawatirkan sebab terjadi dalam proses makan memakan 

yang merupakan satu rangkaian rantai makanan (chain food) di laut dan berlaku 

secara alamiah, wajar dan terkendali. 

 

 

Sumber: Life (1979) 

Gambar 2. Ilustrasi rantai makanan yang bersifat wajar dan alamiah  

 

Permasalahan penting lain yang ikut menurunkan kualitas perairan, selama ini, 

masyarakat menganggap laut sebagai tempat menetralisir berbagai kekotoran dari 

aktivitas manusia. Laut sebagai tujuan paling akhir aliran sungai dari wilayah 

daratan, di samping aktivitas manusia diatasnya (kapal, pengeboran minyak, 

tambang dll) secara sadar telah ikut memberikan kontribusi besar dalam 

penurunan kualitas perairan. Ditambah dengan aktivitas manusia di darat yang 
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menjadikan sungai dan laut sebagai pembuangan sisa-sisa aktivitas produksi 

manusia yaitu menjadikan laut sebagai pembuangan air kotor, limbah-limbah 

berbahaya bagi biota laut dan sampah-sampah non organik yang sulit untuk 

dihancurkan dalam badan air. 

Belakangan ini kita sering membaca kejadian pencemaran laut. Berbagai pihak 

mengeluhkan salah satu ancaman terhadap lingkungan ini. Beberapa menyalahkan 

industri besar yang kurang peduli, lainnya menyebutkan hanya kesalahan 

prosedur, lainnya beranggapan semua punya potensi untuk mencemari laut. 

Berikut lebih jauh dibahas tentang seluk beluk pencemaran laut. 

Pencemaran laut didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah 

industri, pertanian dan perumahan, kebisingan, atau penyebaran organisme invasif 

(asing) ke dalam laut, yang berpotensi memberi efek berbahaya. 

Dalam sebuah kasus pencemaran, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk 

partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar, yang 

sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder (menyaring air). Dengan cara 

ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan, 

semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula 

kadar racun yang tersimpan. Pada banyak kasus lainnya, banyak dari partikel 

kimiawi ini bereaksi dengan oksigen, menyebabkan perairan menjadi anoxic. 

Ini yang diistilahkan dengan pencemaran laut, diartikan proses dimasukannya 

oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu bahan atau 

energi ke dalam lingkungan laut yang menghasilkan efek berbahaya seperti 

membahayakan kesehatan manusia, mengganggu aktivitas di laut. 

Food and Agricultural Organization (FAO), sebuah badan dibawah Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawahi masalah pangan dunia, menetapkan laut 

sebagai warisan dunia yang harus dijaga keberlangsungan stok sumber daya yang 

ada didalamnya, terutama sumber daya perikanan. Melalui program aktivitas 

perikanan yang berkelanjutan (sustainability fisheries), diharapkan kecukupan 
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masyarakat sekarang dalam memenuhi kebutuhanannya tidak dengan 

mengorbankan kebutuhan masyarakat pada generasi yang akan datang.   

 

Sumber: tempo.co (akses 17 Desember 2013) 

Gambar 3. Pencemaran akibat tumpahan minyak mengakibatkan penurunan 
kualitas perairan (ekosistem)  

 

Berdasarkan pemikiran di atas untuk mengurangi tekanan penangkapan dan 

penurunan kualitas perairan (ekosistem laut), perlu diberikan informasi terkait 

peraturan perikanan yang bertanggung jawab dengan disertai informasi yang 

berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan polusi / pencemaran di laut 

yang diharapkan bisa mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan dan 

lingkunganya tersebut. 
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B. Prasyarat  

Prasyarat memahami materi ini sebaiknya didahului dengan informasi hukum 

maritim dan hukum perikanan. Kedua materi tersebut merupakan satu kesatuan 

regulasi (aturan) yang berisi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah 

Republik Indonesia di dalam menjaga keberlanjutan kegiatan perikanan di laut 

ditinjau dari dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan hukum kelembagaan. 

Hukum-hukum yang dijadikan rujukan adalah hukum internasional yang diambil 

dan dijadikan hukum positif di negara kita seperti; UNCLOS (United Nation 

Convention Law At The Sea), SOLAS (Safety Of Life At Sea) 1974, CCRF (Code of 

Conduct Responsible For Fisheries) 1995, MARPOL (Marine Pollution) dan lain 

sebagainya.   

 

C. Petunjuk  Penggunaan 

Buku ini merupakan salah satu sumber untuk mempelajari tatalaksana perikanan 

yang bertanggung jawab serta pencegahan polusi laut.  Untuk mempermudah 

dalam mempelajari buku ini, ikutilah petunjuk penggunaan berikut ini : 

1. Buku teks bahan ajar siswa tentang tatalaksana perikanan yang bertanggung 

jawab serta pencegahan polusi laut merupakan buku yang dipelajari di 

semester 2 (dua) dan merupakan lanjutan dari hukum laut dan peraturan 

perikanan yang diberikan pada semester 1 (satu). 

2. Sebelum memulai belajar, isilah ceklist kemampuan awal. 

3. Mulailah belajar dengan kompetensi dasar yang pertama dan seterusnya 

4. Baca dan pelajari tiap-tiap kegiatan belajar secara bertahap dengan teliti dan 

seksama. 

5. Jangan mempelajari tahapan kegiatan belajar berikutnya sebelum 

menyelesaikan latihan pada tahapan belajar sebelumnya. 

6. Selesaikan tugas yang terselip diantara lembar informasi 
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7. Kerjakanlah semua latihan yang ada pada tiap tahap kegiatan belajar. 

8. Apabila telah selesai mempelajari lembar informasi dan dan lembar kerja pada 

setiap kompetensi dasar (KD), cek kemampuan anda dengan mengerjakan 

lembar penilaian dalam bentuk latihan, dan isilah refleksi. 

9. Setelah selesai belajar semua kompetensi dasar dalam satu semester kerjakan 

lembar penilaian akhir semester. 

10. Apabila anda merasa belum berhasil dan atau hasil penilaian akhir semester 

masih kurang dari 70, pelajari kembali materi yang belum anda pahami. 

 

D. Tujuan  Akhir  

Mata pelajaran Dasar Proses Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan bertujuan 

untuk: 

1. Menambah  keimanan peserta didik dengan menyadari hubungan keteraturan, 

keindahan alam, dan kompleksitas alam dalam jagad raya terhadap kebesaran 

Tuhan yang menciptakannya; 

2. Menyadari kebesaran Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya yang 

memungkinkan bagi makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang; 

3. Menunjukkan perilaku ilmiah (memiliki rasa ingin tahu; objektif; jujur; teliti; 

cermat; tekun; ulet; hati-hati; bertanggung jawab; terbuka; kritis;  kreatif; 

inovatif dan peduli lingkungan) dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud 

implementasi sikap ilmiah dalam melakukan percobaan dan berdiskusi; 

4. Menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai 

wujud implementasi melaksanakan percobaan dan melaporkan hasil 

percobaan; 

5. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur,  obyektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat 

bekerjasama dengan orang lain; 

6. Mengembangkan pengalaman menggunakan metode ilmiah untuk 

merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, 

merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan 
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menafsirkan data, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan 

tertulis;  

7. Mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir analisis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip dasar proses pengolahan 

untuk menjelaskan berbagai proses pengolahan dan menyelesaian masalah 

baik secara kualitatif maupun kuantitatif; 

8. Menguasai konsep dan prinsip dasar proses pengolahan serta mempunyai 

keterampilan mengembangkan pengetahuan, dan sikap percaya diri sebagai 

bekal kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih 

tinggi serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

E. Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar  

 

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya. 
1.1 Meyakini anugerah Tuhan pada 

pembelajaran hukum maritim, 
peraturan perikanan/CCRF dan 
pencegahan polusi lingkungan laut 
sebagai amanat untuk 
kemaslahatan umat manusia. 

2. Menghayati dan mengamalkan 
perilaku jujur, disiplin, 
tanggungjawab, peduli (gotong 
royong, kerjasama, toleran, 
damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukan sikap 
sebagai bagian dari solusi atas 
berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa 
dalam pergaulan dunia. 

2.1 Menghayati sikap cermat, teliti 
dan tanggungjawab sebagai hasil 
dari pembelajaran memahami 
hukum maritim, peraturan 
perikanan/ CCRF dan pencegahan 
polusi lingkungan laut 

2.2 Menghayati pentingnya kerjasama 
sebagai hasil pembelajaran hukum 
maritim, peraturan 
perikanan/ CCRF dan pencegahan 
polusi lingkungan laut 

2.3 Menghayati pentingnya bersikap 
jujur, disiplin serta 
bertanggungjawab sebagai hasil 
dari pembelajaran hukum 
maritim, peraturan 
perikanan/ CCRF dan pencegahan 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
polusi lingkungan laut 

3. Memahami, menerapkan dan 
menganalisis pengetahuan 
faktual, konseptual, dan 
prosedural berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, 
budaya, dan humaniora dalam 
wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan 
peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam 
bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 

3.1 Menerapkan hukum maritim 
3.2 Menerapkan peraturan perikanan 
3.3 Menerapkan tatalaksana 

perikanan yang bertanggungjawab 
(CCRF) 

3.4 Menerapkan pencegahan polusi 
lingkungan laut 

 

4. Mengolah, menalar, dan 
menyaji dalam ranah konkret 
dan ranah abstrak terkait 
dengan pengembangan dari 
yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, dan mampu 
melaksanakan tugas spesifik di 
bawah pengawasan langsung 

4.1 Melaksanakan hukum maritim  
4.2 Melaksanakan peraturan 

perikanan 
4.3 Melaksanakan tatalaksana 

perikanan yang bertanggungjawab 
(CCRF) 

4.4 Melaksanakan pencegahan polusi 
lingkungan laut 

 

F. Cek kemampuan  Awal  

NO PERTANYAAN YA TIDAK 
1 Apakah anda dapat menjelaskan tujuan 

penatalaksanaan perikanan yang bertanggung jawab 
diterapkan? 

  

2 Apakah anda dapat memahami konsep keberlanjutan 
yang terapkan dalam dunia perikanan internasional? 

  

3 Apakah anda memahami akibat tekanan penangkapan 
yang berlebihan akan mengakibatkan bencana bagi 
anak cucu kita kelak? 

  

4 Apakah anda memahami bahwa lautan adalah pinjaman 
anak cucu kita, yang kelak harus kita kembalikan pada 
mereka? 

  

5 Apakah anda memahami pengertian polusi / 
pencemaran? 

  

6 Apakah anda bisa memahami MARPOL 1973/1978?   
7 Apakah anda dapat menjelaskan annexes MARPOL 

1973/1978? 
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NO PERTANYAAN YA TIDAK 
8 Apakah anda dapat memahami keterkaitan polusi laut 

(marine pollution) dengan aktivitas perikanan yang 
berkelanjutan (sustainability fisheries)? 

  

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan diatas terlebih dahulu, sebelum anda 

ÍÅÍÐÅÌÁÊÁÒÉ ÂÕËÕ ÔÅËÓ ÉÎÉȢ !ÐÁÂÉÌÁ ÓÅÍÕÁ ÊÁ×ÁÂÁÎ ÁÎÄÁ Ȱ9Áȱȟ ÂÅÒÁÒÔÉ ÁÎÄÁ 

tidak perlu lagi mempelajari buku teks ini dan langsung dapat mengerjakan 

ÌÅÍÂÁÒ ÒÅÆÌÅËÓÉ ÄÁÎ ÔÅÓ ÆÏÒÍÁÔÉÆȢ !ÐÁÂÉÌÁ ÁÄÁ ÊÁ×ÁÂÁÎ ÁÎÄÁ ÙÁÎÇ Ȱ4ÉÄÁËȱȟ ÍÁËÁ 

anda harus kembali mempelajari buku teks ini secara berurutan tahap demi 

tahap 
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II. PEMBELAJARAN 

 

Kegiatan Pembelajaran 1 (Menerapkan Tatalaksana Perikanan yang 

Bertanggung Jawab / CCRF). 

 

A. Deskripsi  

Kegiatan penangkapan ikan di laut merupakan satu aktivitas manajemen teknis 

dan administrasi yang komplek dan tidak dapat terlepas satu sama lainnya. 

Manajemen perikanan tangkap sendiri berada dalam satu koridor lintas batas 

antar negara dan berlaku secara internasional. Ini dikarenakan, laut dan isinya 

sudah dinyatakan sebagai warisan dunia yang harus dijaga 

keberlangsungannya. 

 

Gambar 4. Tekanan penangkapan akibat kebutuhan masyarakat akan 
ikan sebagai bahan pangan manusia  
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Suyasa (2007) mengatakan, pengelolaan perikanan di Indonesia yang 

didasarkan pada konsep maksimum yang lestari (Maximum Sustainable Yield) 

dimana konsep intinya adalah menjaga keseimbangan biologi dari sumber 

daya ikan agar dapat dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang 

panjang. Dalam konsep ini hanya mempertimbangkan faktor biologi semata. 

Konsep ini hanya berangkat dari dinamika suatu stok ikan yang dipengaruhi 

oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu; tambahan individu ikan (recruitment), 

pertumbuhan individu ikan (growth) dan kematian individu ikan (mortalitas). 

Kematian itu sendiri diketahui dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu kematian 

karena penangkapan (fishing mortality) dan kematian ikan karena alami 

(natural mortality ).   

Sementera itu, perikanan tangkap adalah kegiatan yang sangat tergantung 

pada ketersediaan dan daya dukung sumber daya ikan dam lingkungannya. 

Keberlanjutan perikanan memerlukan pengelolaan sumber daya ikan yang 

tepat yaitu pemanfaatan sumber daya perikanan yang mempertimbangkan 

keberlanjutan sumber daya ikan (Hermawan, 2006). 

Widodo dan Suadi (2006), dalam bukunya menegaskan di tengah berbagai 

ketidakpastian dan keterbatasan pengetahuan kita akan sumberdaya ikan dan 

berbagai realitas yang kita lihat sehari-hari, sudah sepatutnya kita bersikap 

lebih konservatif, dalam pengertian lebih bersifat hati-hati dan bijaksana. 
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Gambar 5. Berbagai teknik penangkapan ikan menguras isi laut  

 

Keberlangsungan perikanan tangkap atau yang lebih dikenal dengan 

keberlanjutan (sustainability) mengandung pengertian kemampuan manusia 

mencukupi kebutuhannya dari hasil laut pada saat ini tanpa mengorbankan 

kepentingan generasi yang akan datang. Dalam kalimat lain, laut adalah titipan 

dari anak cucu kita, sehingga suatu saat nanti harus kita kembalikan pada 

mereka tanpa kurang satu apapun, bila perlu dengan jasanya berupa sistem 

manajemen yang baik dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut yang 

dapat di wariskan dan diterapkan pada generasi yang akan datang tersebut. 

Konsep dasar dari manajemen perikanan tangkap tak akan lepas dari; ikan, 

kapal, alat tangkap, adminisitrasi kewilayahan, upaya memelihara 

keberlanjutan sumber daya serta tindakan aktif menjaga keseimbangan 

ekosistemnya itu sendiri. Semua hal di atas tak terkecuali terkait langsung 

dengan manusianya, sebab pengelolaan sumber daya perikanan secara mutlak 

mengatur manusianya, bukan mengatur ikan, kapal atau wilayah lautnya 

seperti yang dituliskan di atas. 
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B. Kegiatan Belajar  

1. Tujuan Pembelajaran  

a. Peserta didik mampu memahami upaya mempertahankan stok sumber 

daya perikanan di laut secara bertanggung jawab. 

b. Peserta didik mampu menerapkan upaya mempertahankan stok sumber 

daya perikanan di laut secara bertanggung jawab. 

 

2. Uraian  Materi  

PENDAHULUAN 

 

Perikanan, termasuk akuakultur, merupakan sumber pangan, kesempatan 

kerja, rekreasi, perdagangan dan kesejahteraan ekonomi yang sangat penting 

bagi penduduk seluruh dunia, baik untuk generasi kini maupun generasi 

mendatang dan karena itu usaha perikanan harus dilakukan dengan cara yang 

bertanggung jawab.  

Menurut Fauzi (2005), selama ini para pengamat di media masa Indonesia 

selalu membahas tentang gambaran keindahan dunia perikanan dengan segala 

ËÁÉÄÁÈ ȰÊÉËÁ-ÍÁËÁȱ-ÎÙÁȢ 3ÅÂÁÇÁÉ ÃÏÎÔÏÈȟ Ȱ*ÉËÁȱ ÌÁÕÔ ÌÕÁÓ ÔÅÒÓÅÂÕÔ ÂÉÓÁ 

dimanfaatkan oleh sekian ribu kapal dan setiap satu kapal bisa menghasilkan 

ÓÅËÉÁÎ ÔÏÎ ÉËÁÎȟ ȰÍÁËÁȱ ËÅÕÎÔÕÎÇÁÎ ÅËonomi yang diperoleh akan sangat luar 

biasa. Pemikiran linier tadi tentu saja sangat menyederhanakan pembangunan 

perikanan yang sedemikian kompleks. 

Padahal menurut Kusumastanto (2003), dengan meningkatkan upaya 

penangkapan maka akan terjadi; (1) Penurunan hasil tangkapan perunit 

kapalnya,   (2) menurunnya angka kesempatan bekerja di kapal ikan, dan (3) 

menurunnya suplai ikan kepada konsumen. 
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Pemerintah sendiri sebagai upaya menjaga keberlanjutan aktivitas 

penangkapan ikan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 29 

tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan 

Bidang Penangkapan Ikan, pasal 8,  disebutkan apabila tingkat pemanfaatan 

statusnya sudah mencapai O (Over fishing) atau F (Fully Fishing) untuk 

sementara pemerintah, dalam permen yang sama  pasal 9 telah mengeluarkan 

kebijakan antara lain: 

 

Tabel 1. Kebijakan Pemerintah Menghadapi Over dan Fully Exploited  

Status Potensi 
Perikanan  

Kebijakan Pemerintah  

Over Exploited (O) ¶ Tidak memperpanjang Surat Izin 
Penangkapan Ikan (SIPI) yang telah habis 
masa berlakunya dan/atau 

¶ Pengurangan kapasitas alat penangkap ikan 
atau alat bantu penangkapan ikan dalam 
rangka mengurangi ikan hasil tangkapan 

Fully Exploited (F) ¶ Tidak menerbitkan Surat izin Penangkapan 
Ikan (SIPI) yang baru, dan/atau 

¶ Tidak melakukan perubahan SIPI yang 
berakibat pada meningkatnya jumlah hasil 
tangkapan 

 

Upaya tersebut ditujukan sebagai upaya mengurangi tekanan di samping 

sebagai langkah mengembalikan keseimbangan stok sumber daya ikan sendiri. 

Selama ini dunia perikanan lebih mengenal ancaman over fishing sebagai 

musuh utama aktivitas perikanan tangkap.  Padahal dunia internasional telah 

memberikan peringatan trilogi permasalahan utama perikanan tangkap yaitu: 

a. Illegal Fishing; pencurian ikan, penangkapan di wilayah negara lain tanpa 

izin pemeritah / otoritas setempat; 

b. Unreported Fishing; penangkapan ikan yang tidak dilaporkan sehingga 

pemerintah kesulitan  menduga ketersediaan stok yang tersisa 
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c. Unregulated Fishing; penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan 

(misal dengan alat penangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah). 

 

Trilogi masalah tersebut sering di singkat menjadi IUU (Illegal, Unreported dan 

Unregulation Fishing). Untuk overfishing sendiri menurut Widodo dan Suadi 

(2007) terdapat 6 (enam) bentuk yang diurai dalam tabel 2.  

 

Tabel 2. Bentuk overfishing  

No Bentuk 
Overfishing  

Pengertian  

1 Growth 
overfishing 

Ini terjadi saat ikan ditangkap sebelum mereka 
tumbuh mencapai ukuran dimana peningkatan lebih 
lanjut dari pertumbuhan akan mampu membuat 
seimbang dengan penyusutan stok yang diakibatkan 
oleh mortalitas alami (misalnya pemangsaan). 
Pencegahan Growth overfishing meliputi 
pembatasan upaya penangkapan, pengaturan 
ukuran mata jaring dan penutupan musim atau 
daerah penangkapan. 

2 Recruitment 
overfishing 

Pengurangan melalui penangkapan terhadap suatu 
stok sedemikian rupa sehingga jumlah stok induk 
tidak cukup banyak untuk memproduksi telur yang 
kemudian menghasilkan rekrut terhadap stok yang 
sama. Pencegahan terhadap Recruitment overfishing 
meliputi proteksi (misalnya melalui reservasi) 
terhadap sejumlah stok induk (parental stock, 
broodstock) yang memadai. 

3 Biological 
overfishing 

Kombinasi dari growth overfishing dan recruitment 
overfishing akan terjadi manakala tingkat upaya 
penangkapan dalam suatu perikanan tertentu 
melampaui tingkat yang diperlukan untuk 
menghasilkan MSY. Pencegahan terhadap biological 
overfishing meliputi pengaturan upaya 
penangkapan dan pola penangkapannya (fishing 
pattern). 

4 Economic 
overfishing 

Terjadi bila tingkat upaya penangkapan dalam suatu 
perikanan melampaui tingkat yang diperlukan 
untuk menghasilkan MEY, yang dirumuskan sebagai 
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No Bentuk 
Overfishing  

Pengertian  

perbedaan maksimum antara nilai kotor dari hasil 
tangkapan dan seluruh biaya dari penangkapan. 
Perlu di catat bahwa tingkat upaya penangkapan 
MEY lebih kecil daripada tingkat upaya MSY.  

5 Ecosistem 
overfishing 

Kondisi ini dapat terjadi sebagai hasil dari suatu 
perubahan komposisi jenis dari suatu stok sebagai 
akibat dari upaya penangkapan yang berlebihan, 
dimana spesies target menghilang dan tidak 
ÄÉÇÁÎÔÉËÁÎ ÓÅÃÁÒÁ ÐÅÎÕÈ ÏÌÅÈ ÊÅÎÉÓ ȰÐÅÎÇÇÁÎÔÉȱȢ 
Biasanya overfishing jenis ini mengakibatkan 
transisi dari ikan bernilai ekonomi tinggi berukuran 
besar kepada ikan kurang bernilai ekonomi 
berukuran kecil, dan akhirnya kepada ikan rucah 
(trash fish) dan atau invertebrata non komersial 
seperti ubur-ubur. 

6 Malthusian 
overfishing 

Yaitu suatu istilah untuk mengungkapkan masuknya 
tenaga kerja yang tergusur dari berbagai aktivitas 
berbasis datarat (land based activities) ke dalam 
perikanan dalam jumlah yang berlebihan, yang 
berkompetisi dengan nelayan tradisional yang telah 
ada dan yang cenderung menggunakan cara-cara 
penangkapan yang bersifat merusak, seperti dinamit 
untuk ikan-ikan pelagis, sianida untuk ikan-ikan 
diterumbu karang dan/ atau insektisida dibeberapa 
perikanan laguna dan estuarina. 

 

Pengelolaan perikanan di Indonesia selama ini didasarkan pada konsep 

maksimum yang lestari (Maximum Sustainable Yield) dimana konsep intinya 

adalah menjaga keseimbangan biologi dari sumber daya ikan agar dapat 

dimanfaatkan secara maksimum dalam waktu yang panjang.  

Dalam konsep ini hanya mempertimbangkan faktor biologi semata. Konsep ini 

hanya berangkat dari dinamika suatu stok ikan yang dipengaruhi oleh 3 (tiga) 

faktor utama yaitu; tambahan individu ikan (recruitment), pertumbuhan 

individu ikan (growth) dan kematian individu ikan (mortalitas).  
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Yang menjadi garapan penting serta tanggung jawab pemerintah adalah 

menduga/ mengestimasi potensi perikanan diwilayahnya setelah di hitung 

jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan perikanan sebagai 

barometer tinggi rendahnya mortalitas melalui penangkapan. Dari perhitungan 

tersebut, maka pemerintah akan mengeluarkan status perairan yang 

dikelolanya untuk diketahui khalayak khususnya nelayan. 

Status tadi memberikan gambaran tentang pemanfaatan sumber daya 

perikanan di wilayah tersebut.  Sehingga para pemegang kebijakan di daerah 

bisa mengambil langkah-langkah sesuai dengan otoritas pusat dalam upaya 

menyelamatkan sumber daya ikan yang ada. (Lihat Tabel 3 )  

 

Tabel 3. Status Pemanfaatan Sumber Daya Ikan  

No Status Pengertian  
1 Unexploited Stok sumber daya ikan berada pada kondisi 

belum tereksplotasi, sehingga aktivitas 
penangkapan ikan sangat dianjurkan 
diperairan ini guna mendapatkan 
keuntungan dari produksi  

2 Lightly Exploited Stok sumber daya ikan baru tereksplotasi 
dalam jumlah sedikit (kurang dari 25% 
MSY). Pada kondisi ini, peningkatan jumlah 
usaha penangkapan sangat dianjurkan 
karena tidak mengganggu kelestarian 
sumber daya ikan dan hasil tangkapan per 
unit upaya (Catch per Unit Effort-CPUE) 
masih mungkin meningkat. 

3 Moderatly Exploited Stok sumber daya ikan sudah terekspoitasi 
½ dari MSY. Pada kondisi ini peningkatan 
jumlah upaya penangkapan masih 
dianjurkan tanpa mengganggu kelestarian 
sumber daya ikan, akan tetapi hasil 
tangkapan per unit upaya mungkin makin 
menurun 

4 Fully Exploited Stok sumber daya ikan sudah tereksploitasi 
mendekati nilai MSY. Disini peningkatan 
jumlah upaya penangkapan sangat tidak 
dianjurkan, walaupun hasil tangkapan 
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No Status Pengertian  
masih dapat meningkat. Peningkatan upaya 
penangkapan  akan mengganggu kelestarian 
sumber daya ikan, dan hasil tangkapan per 
unit upaya pasti turun 

5 Over Exploited Stok sumber daya ikan sudah menurun, 
karena tereksplotasi melebihi nilai MSY. 
Pada kondisi ini, upaya penangkapan harus 
diturunkan agar kelestarian sumber daya 
ikan tidak terganggu. 

6 Depleted Stok sumber daya ikan dari tahun ke tahun 
jumlahnya mengalami penurunan secara 
drastis, dan upaya penangkapan sangat 
dianjurkan untuk dihentikan. Hal ini 
berkaitan dengan kondisi kelestarian 
sumber daya ikan yang sudah sangat 
terancam 

Sumber: Suyasa (2007) 

Untuk mempermudah pengawasan dan penandaan status wilayah pengelolaan 

perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 

Per.02/MEN/ 2011 memberikan kejelasan, Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Republik Indonesia adalah yang selanjutnya disebut WPPRI adalah wilayah 

pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan 

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan Zona 

Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI).  Khusus pada wilayah ZEE ini, Indonesia 

hanya memiliki hak berdaulat dalam pengelolaan sumber daya ikan sehingga 

dalam penerapan hukum nasional di wilayah ini perlu memperhatikan juga 

hukum internasional.  Misalnya dalam UNCLOS 1982 pasal 62, negara pantai 

wajib memberikan kesempatan atau akses kepada pihak asing untuk 

memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di ZEE-nya. Pembagian WPPRI 

ini berdasarkan pada daerah tempat ikan hasil tangkapan didaratkan 

dipelabuhan.  
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Siombo (2010) menjelaskan, pengaturan WPPRI ini dimaksudkan agar 

tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan 

perikanan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.  

Baru-baru ini pada tahun 2011 pemerintah melalui Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 45  tahun 2011 tentang Estimasi Potensi 

Sumber Daya Ikan Di Wilayah  Pengelolaan Perikanan Negara Republik 

Indonesia, mengeluarkan hasil perhitungan terakhir yang menyatakan 

kelimpahan potensi ikan Indonesia pada tahun 2011 adalah sekitar 6,520 juta 

ton / tahun.  Potensi kekayaan bangsa ini ditabulasikan dari potensi 11 

(sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di atas membagi wilayah perairan 

Republik Indonesia ke dalam 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan 

Republik Indonesia yang diberikan kode angka berdasarkan wilayahnya 

masing-masing seperti pada table 4.  di bawah ini: 

 

Tabel 4.  Pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia 
(WPPRI) berdasarkan Kepmen No. 45 tahun 2011 tentang Estimasi 

Potensi Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara 
Republik Indonesia.  

WPPRI Wilayah  
5-71   Selat Malaka dan laut Andaman 
5-72 Samudera Hindia,  sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda 
5-73 Samudera Hindia, Selatan Jawa sampai sebelah selatan Nusa 

Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor Bagian Barat 
7-11 Laut China Selatan, Perairan Selat Karimata dan  Laut Natuna 
7-12 Perairan Laut Jawa 
7-13 Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali 
7-14 Laut Banda dan Perairan teluk Tolo 
7-15 Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan 

Teluk Berau 
7-16 Laut Sulawesi dan Sebelah Utara Pulau Halmahera 
7-17 Perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik 
7-18 Laut Aru, Laut Arafura dan  Laut Timor Bagian Timur 
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WPPRI ini selanjutnya dibagi menjadi jalur-jalur penangkapan yang bertujuan 

untuk membatasi ruang gerak penangkapan ikan yang berlebihan. Pembatasan 

ini diuraikan didalam pasal 4 Kepmen Kelautan dan Perikanan nomor 02 

/MEN/ 2011 yang nantinya akan terkait dengan pengaturan jenis dan ukuran 

alat tangkap serta ukuran Gross Tonage (GT) kapal penangkap ikan yang 

dioperasikan.  Berikut pembagian Jalur Penangkapan Ikan berdasarkan 

Kepmen di atas: 

 

Tabel 5. Pembagian Jalur Penangkapan Ikan berdasarkan Kepmen KP No. 
02 / 2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat 

Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangk apan Ikan Di Wilayah 
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  

No Jalur Penangkapan Ikan  Area 
1 IA Meliputi perairan pantai sampai 2 (dua) 

mil laut yang diukur dari laut pada saat 
surut terendah 

IB Meliputi perairan pantai diluar 2 (dua) 
mil laut sampai dengan 4 (empat) mil 
laut 

2 II  Meliputi daerah di luar jalur 
penangkapan ikan I sampai dengan 12 
(dua belas) mil di laut diukur dari 
permukaan air laut pada saat surut 
terendah 

3 III  Meliputi Zone Ekonomi Ekslusif 
Indonesia (ZEEI) dan perairan di luar 
jalur penangkapan ikan II 

Sumber: Kepmen KP No. 02 / 2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan  

Penempatan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di 

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 

Keseluruhan agenda kegiatan pemerintah ini dipandu oleh CCRF (Code of 

Conduct Responsible For Fisheries) 1995 yang dikeluarkan oleh FAO. Saat ini 

CCRF kita sebut dengan istilah tatalaksana perikanan yang bertanggung jawab 

(dalam buku ini disingkat dengan istilah tatalaksana). 
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Tatalaksana ini menjadikan asas dan standar internasional mengenai sikap 

atau perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dengan maksud untuk 

menjamin konservasi, pengelolaan dan perkembangan efektif sumber daya 

hayati akuatik berkenaan dengan ekosistem dan keanekaragaman hayati.  

Para ahli perikanan dunia memperkenalkan berbagai macam metode untuk 

menilai kondisi keberlanjutan perikanan tangkap di semua area penangkapan 

sebagai bentuk dukungan pada tatalaksana ini.  Semua metode pendugaan stok 

sumber adaya ikan ini bertujuan membantu mencegah terjadinya fully dan over 

fishing aktivitas perikanan tangkap di area sebuah fishing ground yang di 

dikhawatirkan mengakibatkan sumber daya ikan (fish resources) sampai pada 

titik deplesi yang tidak dapat dipulihkan lagi (irreversible depletion).  

Menurut Fauzi dan Suzi (2005), salah satu alternative analisis sederhana yaitu 

secara kuantitatif yang dapat dilakukan untuk hal tersebut di atas adalah 

dengan menggunakan Rapid Appraissal For Fisheries (Rapfish). Pendekatan 

Rapfish mampu menganalisis seluruh aspek keberlanjutan dari perikanan di 

sebuah area penangkapan yang sedang diamati. 

Rapfish yang merupakan hasil pemikiran dari Tonny J. Pitcher (1999) seorang 

ahli perikanan dari University Of British Colombia, Vancouver Canada, 

menurut Tri dkk (2005) Pitcher dalam kajian pendugaannya mendasarkan 

pada lima dimensi  yang didukung atribut-atributnya di dalam menjaga 

keberlanjutan perikanan. Dimensi ini merupakan cerminan dari baik buruknya 

kualitas lingkungan dan sumber daya perikanan tangkap berikut proses-proses 

alami didalamnya, baik yang dapat atau tidak dapat mendukung secara 

berkelanjutan setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam perikanan 

tangkap. 

Menurut Fauzi dan Anna (2005), tahapan prosedur penelitian menggunakan 

Rapfish melalui beberapa tahapan yaitu: 
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a. Analisis terhadap data perikanan wilayah yang akan di teliti melalui data 

statistik, studi litelatur, dan pengamatan dilapangan 

b. Melakukan skoring dengan mengacu pada litelatur Rapfish yang 

berdasarkan pada publikasi FAO dengan excell 

c. Melakukan analisis Multi Dimensional Scaling (MDS) dengan sofware SPSS 

untuk menentukan ordinasi dan nilai stres melalui ALSCAL Algoritma 

d. -ÅÌÁËÕËÁÎ ȰÒÏÔÁÓÉȱ ÕÎÔÕË ÍÅÎÅÎÔÕËÁÎ ÐÏÓÉÓÉ ÐÅÒÉËÁÎÁÎ ÐÁÄÁ ÏÒÄÉÎÁÓÉ ÂÁÄ 

dan good dengan Excell dan Visual Basic 

e. Melakukan sensitivity analysis (leverage analysis) dan Monte Carlo 

Analysis untuk memperhitungkan aspek ketidakpastiannya 

f. Menganalisis tingkat keberlanjutan (Asses Sustainability) 

g. Untuk mengetahui tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan yang 

berkelanjutan menggunakan pendekatan analisis Rapfish. 
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Gambar 6. Elemen Proses Aplikasi Rapfish  

Sumber: (Alder, et.al dalam Fauzi dan Anna, 2005) 

 

Tri dkk (2005) kemudian menjelaskan dimensi di dalam Rapfish terdiri 5 

(lima) sudut pandang yaitu dari sudut pandang Dimensi Ekologi, Ekonomi, 

Sosial, Teknologi dan Etika yang digambarkan dalam Tabel 6. di bawah ini: 

Tabel 6. Rekapitulasi Cakupan Dimensi  

No Dimensi  Cakupan 
1 Ekologi Mencerminkan baik dan buruknya kualitas 

sumberdaya perikanan tangkap berikut proses-
proses alami didalamnya 
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No Dimensi  Cakupan 
2 Ekonomi Mencerminkan dapat atau tidaknya suatu kegiatan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan memperoleh 
hasil yang secara ekonomis dapat berjalan dalam 
jangka panjang dan berkelanjutan. 

3 Sosial Merupakan cerminan dari bagaimana sistem social 
manusia (masyarakat perikanan tangkap) yang 
terjadi dan berlangsung dapat / tidak mendukung 
keberlangsungan pembangunan perikanan tangkap 
yang berkelanjutan. 

4 Teknologi Mencerminkan derajat pemanfaatan sumberdaya 
perikanan tangkap dengan menggunakan suatu 
teknologi. Teknologi yang baik adalah adalah 
tekonolgi yang semakin dapat mendukung dalam 
jangka panjang dan secara berkesinambungan setiap 
kegiatan ekonomi dalam perikanan tangkap. 

5 Kelembagaan 
dan Etika 

Mencerminkan derajat pengaturan kegiatan ekonomi 
manusia terhadap lingkungan perairan laut dan 
sumberdaya perikanan tangkap yang terkandung 
didalamnya. Semakin baik derajat pengaturan yang 
dilakukan maka semakin dapat menjamin kegiatan 
perikanan tangkap dalam jangka panjang dan 
berkelanjutan. 

 

Atributnya setiap dimensi dicerminkan oleh Tri dkk (2005), sebagai berikut:  

Tabel 7. Rekapitulasi Dimensi dan Atribut RAPFISH  

Dimensi  No Atribut  
Ekologi 1 Exploitasi Status (k) 

2 RecruitmenVariability  
3 Change in Tropic Level 
4 Migratory Range 
5 Range Collapse (k) 
6 Catch before Maturity 
7 Discarded by Catch 

Ekonomi 1 Probility (k) 
2 Fisheries in GDP 
3 Limited Entry  
4 Marketable Right  
5 Other Income 
6 Sector Employment   
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Dimensi  No Atribut  
7 Ownership/ Trasnfer 
8 Market  
9 Subsidy (k) 

Sosial 1 Sosialization of Fishing 
2 New Entrants into the fishery 
3 Fishing sector  
4 Enviromental Knowledge    
5 Education Level 
6 Confict Status 
7 Fisher Influence 
8 Fishing Income 
9 Kin Participation 

Teknologi 1 Trip Lenght  
2 Landing Sites  
3 Pre-sale Processing 
4 Onboard Handling 
5 Gear 
6 Selective Gear 
7 FADS 
8 Vessel Size 
9 Catching Power  

10 Gear Side Effect 
Kelembagaan 
Etika 

1 Adjacency and Reliance 
2 Alternatives 
3 Equity in Entry to Fishery 
4 Just Management  
5 Influences-ethical formation 
6 Mitigation-Habitat Destruction 
7 Mitigation-Ecosystem Depletion 
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Penjelasan atribut yang  tertera pada Tabel 7. diuraikan dalam Tabel 8 s/d 

Tabel 12 di bawah ini: 

Tabel 8. Dimensi Ekologi  dan atribut -atributnya  

No Atribut  Penjelasan 
1 Exploitation 

Status (k) 
Semakin rendah rendah tingkat eksploitasi 
sumberdaya perikanan di wilayah/unit analisis, maka 
resiko/ancaman bagi berkelanjutan perikanan di 
wilayah/unit analisis akan semakin kecil. 

2 Recriutment 
Variability  

Coeficiant Variability yang rendah/ konsisten dari 
jenis-jenis ikan yang dianalisis menunjukan fungsi 
ekosistem masih berjalan baik, dimana tingkat 
pemulihan dari jenis-jenis ikan tersebut masih belum 
berubah. Semakin baik fungsi ekosistem maka secara 
tidak langsung resiko/ ancaman bagi keberlanjutan 
usaha perikanan di wilayah/ unit analisis semakin 
kecil. 

3 Change in 
Tropic Level  

Tropic level dari sumber daya ikan di suatu 
wilayah/unit analisis menunjukan tingkat 
kemantapan ekosistem tersebut (terkait dengan rantai 
pangan dan jaring-jaring makanan). Oleh karena itu 
jika tropic level alami dari kelompok sumberdaya ikan 
yang dieksploitasi tidak berubah menunjukan tidak 
adanya perubahan ekosistem.  

4 Migratory 
Range 

Semakin sedikit ruaya dari ikan-ikan yang ditangkap 
maka semakin efektif usaha pengelolaannya, sehingga 
seiring dengan itu resiko/ancaman terhadap 
keberlanjutan usaha perikanan di wilayah/ unit 
analisis semakin kecil pula.  

5 Range 
Collapse (k) 

Semakin sedikit/tidak adanya gejala penurunan 
jumlah ikan dalam geografic/cakupan area yang luas 
menunjukan ekosistem yang baik. Dengan demikian 
semakin kecil pula resiko/ancaman terhadap 
keberlanjutan usaha perikanan di wilayah/unit 
analisis 

6 Size of Fsih 
Caught  

Tetapnya ukuran rata-rata ikan yang tertangkap 
selama 5 tahun terakhir mengindikasikan bahwa 
cukup waktu bagi ikan-ikan tersebut untuk dewasa 
sebelum tertangkap. Hal ini menunjukan 
resiko/ancaman bagi keberlanjutan usaha perikanan 
di wilayah/unit yang dianalisis kecil 
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No Atribut  Penjelasan 
7 Catch before 

Maturity  
Seumber daya perikanan termasuk kategori 
sumberdaya terbaharui (renewable resources). Apabila 
tingkat kemampuan pulihnya secar alami (nataural 
replenishment) semakin terjamin dimana sumberdaya 
ikan yang dieksploitasi memiliki kesempatan untuk 
matang atau bereproduksi minimal satu kali sebelum 
tertangkap. Maka secara langsung resiko/ancaman 
terhadap keberlanjutan usaha perikanan di 
wilayah/unit analisis akan semakin kecil    

8 Descarded by-
catch 

Atribut ini menunjukan tingkat efisiensi penggunaan 
sumberdaya perikanan. Semakin sedikit ikan non 
target yang tertangkap dan dibuang berarti semakian 
efisien penggunaan/ pmanfaatan sumberdaya 
perikana. Lebih lanjut hal ini berimplikasi pada 
semakin terjaminnya keberlanjutan usaha perikanan 
di wilayah/ unit yang dianalisis 

9 Primary 
Production 

Produski primer plankton dan benthos merupakan 
faktor pendukung utama kehidupan setiap makhluk 
hidup di ekosistem perairan/ aquati c ecosystem. Oleh 
karena itu, semakin tinggi tingkat kesuburan suatu 
wilayah/unit usaha perikanan yang dianalisis (dan 
merupakan suatu ekosistem perairan) menunjukan 
resiko/ ancaman terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan di wilayah/unit analisis tersebut cenderung 
mengecil. 

 

Tabel 9. Dimensi Ekonomi  dan atribut -atributnya  

No Atribut  Penjelasan 
1 Profitability 

(k) 
Jika Tingkat keuntungan hasil tangkapan per trip 
dalam volume dan jenis tangkapan yang sama 
semakin tinggi, maka tingkat eksploitasi per trip akan 
cenderung menurun. Hal ini berakibat pada semakin 
kecilnya resiko/ancaman terhadap keberlanjutan 
usaha perikanan di wilayah/unit analisis.  

2 Fishery in GDP Jika dalam wilayah/unit yang dianalisis sektor usaha 
lain relatif memberikan kontribusi terhadap 
perekonomian yang lebih besar (tampak dari 
kontribusi terhadap PDRB), maka perhatian para 
stakeholder terhadap keberlanjutan usaha perikanan 
tersebut akan semakin besar. 

3 Average Wage Jika pendapatan rata-rata masyarakat perikanan 
dibandingkan rata-rata penduduk di wilayah/unit 
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No Atribut  Penjelasan 
analisis secara keseluruhan semakin tinggi, maka 
kecenderungan masyarakat tersebut akan semakin 
mendukung keberlanjutan usaha perikanan. 

4 Other Income  Semakin sedikit masyarakat perikanan yang dianalisis 
melakukan kegiatan di sektor perikanan sebagai 
pekerjaan utama, maka resiko/ancaman terhadap 
keberlanjutan usaha perikanan (terjadinya eksploitasi 
sumberdaya perikanan yang berlebihan ɀover fishing-
semakin rendah)  

5 Sector 
Employment  

Semakin kecil presentase jumlah nelayan dengan alat 
tangkap yang sama, maka tingkat persaingan di dalam 
upaya mengeksploitasi sumberdaya perikanan 
semakin rendah. Di samping itu semakin mudah untuk 
diatur (resiko/ancama terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan di wilayah/uni t analisis semakin kecil 

6 Ownership 
Transfer 

Jika keuntungan lebih banyak dinikmati oleh 
komunitas lokal, cenderung mereka akan lebih 
mendukung keberlanjutan usaha perikanan 
(resiko/ancaman terhadap kelestarian sumberdaya 
perikanan semakin kecil. 

7 Market  Pasar atau pengguna lokal cenderung akan lebih 
peduli/bersahabat (concent/stewardship) atas 
sumberdaya perikanan di wiliayah/unit analisis. 
karenanya akan mendukung keberlanjutan usaha 
perikanan di area penangkapan dan sumberdaya 
perikanan yang terkandung didalamnya. 
 

8 Subsidy (k) Semakin kecil subsidi yang diberikan/diperoleh 
nelayan, maka secara tidak langsung menunjukan 
kemandirian mereka untuk mendukung keberlanjutan 
usaha perikanan semakin besar (semakin kecil 
resiko/ancaman terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan). 

 

Tabel 10. Dimensi Sosial  dan atribut -atributnya  

No Atribut  Penjelasan 
1 Sozialization 

of fishing 
Untuk pengelolaan usaha perikanan yang semakin 
terikat secara emosional ɀ hubungan sosial dan 
berskala luas (satu komunitas masyarakat s/d negara) 
akan semakin mempermudah melakukan pengelolaan 
usaha perikanan di wilayah/unit analisis ɀ terkait 
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No Atribut  Penjelasan 
dengan berjalannya fungsi kelembagaan. 

2 New Entrants 
into the 
Fishery 

Semakin kecil tingkat pertumbuhan jumlah 
masyarakat yang bergerak di bidang perikanan maka 
semakin kecil penambahan tingkat kebutuhan akan 
seumberdaya perikanan (memperkecil 
resiko/ancaman terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan semakin kecil) 

3 Fishing Sector  Semakin kecil presentase jumlah rumah tangga 
nelayan menunjukan semakin kecil ketergantungan 
komunitas tersebut terhadap sumberdaya perikanan 
(resiko/ancaman terhadap keberlanjutan usaha 
perikanan semakin kecil) 

4 Environmental 
Knowledge   

Pengetahuan/pemahaman tentang lingkungan hidup 
secara tidak langsung mengindikasikan tingkat 
kepedulian nelayan (traditional knowledge) terhadap 
keberlanjutan usaha perikanan di wilayah/unit 
analisis. 

5 Education 
Level 

Semakin tinggi tingkat pendidikan rata-rata 
masyarakat perikanan maka cenderung akan semakin 
meningkatkan kepedulian masyarakat (public 
awareness) terhadap keberlanjutan usaha perikanan 
di wilayah/unit analisis  

6 Conflict Status  Umumnya kelestarian usaha perikanan di 
wilayah/unit analisis akan lebih terjamin jika tidak 
pernah terjadi konflik, baik konflik antar stakeholder 
usaha perikanan dengan masyarakat di luar usaha 
perikanan tangkap.  

7 Fisher 
Influence  

Semakin besar tingkat partisifasi (keterlibatan/ 
pengaruh) masyarakat nelayan/perikanan dengan 
pengetahuan tradisionalnya dalam pengambilan 
keputusan di bidang pengelolaan sumberdaya 
perikanan maka akan mendukung kelestarian 
sumberdaya perikanan (resiko/ancaman terhadap 
keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan 
semakin kecil)  

8 Fishing 
Income 

Semakin besar presentase / bagian pendapatan 
nelayan dari total pendapatan keluarga berasal dari 
usaha perikana maka semakin tinggi tingkat 
kepeduliannya terhadap upaya 
pelestarian/keberlanjutan pengelolaan sumberdaya 
perikanan. 

9 Kin 
Participation 

Semakin banyak anggota keluarga yang terlibat dalam 
usaha perikanan, maka semakin tinggi perhatian akan 
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No Atribut  Penjelasan 
diberikan kepada keberlanjutan pengelolaan 
sumberdaya perikanan. 

10 Adjacency and 
Reliances 

Nelayan yang hidup berdekatan dengan area 
penangkapannya (dan telah dilakukan selama 
beberapa generasi) serta sangat tergantung 
kehidupannya pada usaha perikanan, maka cenderung 
akan mempertahankan kelestarian area penangkapan 
tersebut. 

11 Influence-
Ethical 
Formation 

Aturan-aturan sosial yang ada di dalam masyarakat 
nelayan dapat berdampak positif (mendukung) 
ataupun negatif (membahayakan/mengancam) 
terhadap keberlanjutan pengelolaan perairan di 
wilayah/unit analisis (dalam kaitannya dengan 
kegiatan penangkapan ikan) 

 

Tabel 11. Dimensi Teknologi  dan atribut -atributnya  

No Atribut  Penjelasan 
1 Trip Length Kemampuan lama melaut secara tidak langsung 

menunjukan kemampuan mengeksploitasi 
sumberdaya perikanan. Semakin singkat waktu 
melaut berarti semakin kecil kemampuan 
mengeksploitasi sumberdaya perikanan. 

2 Landing Sites Tempat pendaratan yang menyebar/berjumlah 
banyak secara langsung mempercepat waktu 
penurunan ikan, dan dengan demikian meningkatkan 
keuntungan nelayan 

3 Onboard 
Handling 

Semakin baik penanganan ikan diatas kapal, maka 
semakin memperkecil terjadinya penurunan kualitas 
ikan pada saat akan didaratkan/dijual  (meningkatkan 
keuntungan nelayan) 

4 Pre-sale 
Processing 

Semakin baik penanganan ikan sebelum dijual maka 
secara tidak langsung semakin meningkatkan 
keuntungan nelayan. 

5 Gear Resiko/ancaman terhadap ekosistem perairan yang 
ditimbulkan oleh alat tangkap pasif relatif lebih kecil 
dibandingkan dengan alat tangkap aktif. 

6 Selective Gear Peningkatan Selektifitas penangkapan sangat terkait 
dengan efisiensi penggunaan sumberdaya perikanan 
(mengurangi tertangkapnya ikan non-target) 

7 FADS Penggunaan alat penarik perhatian akan 
meningkatkan kemampuan mengeksploitasi 
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No Atribut  Penjelasan 
sumberdaya perikanan 

8 Vessel Size  Semakin besar ukuran kapal maka semakin tinggi 
kemampuan mengkesploitasi sumberdaya perikanan. 

9 Catching 
Power 

Semakin meningkatnya kemampuan alat tangkap yang 
digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan 
berarti semakin tinggi ancaman/resiko terhadap 
keberlanjutan pengelolaan sumberdaya perikanan 
(peningkatan upaya eksploitasi) 

10 Gear Side 
Effect 

Dampak dari penggunaan alat-alat yang merusak 
ekosistem adalah meningkatnya resiko/ancaman 
terhadap keberlanjutan usaha perikanan. 

 

Tabel 12. Dimensi Etika  dan atribut -atributnya  

No Atribut  Penjelasan 
1 Alternatives Semakin banyak pekerjaan di luar perikanan secara 

tidak langsung menurunkan tingkat eksploitasi 
sumberdaya perikanan. 

2 Equity in 
Entry into 
Fishery 

Semakin dibatasi akses ke usaha perikanan serta 
pengaturannya tersebut berdasarkan pada 
sejarah/tradisi yang telah berlangsung turun 
temurun, maka umumnya keputusan dalam 
pengelolaan sumberdaya perikanan semakin bijak. 
Disamping itu juga akan mengurangi potensi 
terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya 
perikanan tersebut.  

3 Just 
Management 

Proses pengambilan keputusan serta pelaksanaanya 
yang semakin melibatkan seluruh steakholder dalam 
posisi yang seimbang akan lebih dapat menghasilkan 
mekanisme pengaturan sumberdaya perikanan di 
wilayah/unit analisis yang baik. 

4 Limited Entry Pembatasan akses/peluang yang dikombinasikan 
dengan pengelolaan yang baik dapat mengurangi 
tekanan terhadap stok ikan jenis-jenis tertentu 
dengan mengurangi jumlah nelayan yang menangkap 
jenis-jenis ikan tersebut. 

5 Marketable 
Right  

Semakin mudah hak pemilikan terhadap pengusahaan 
perikanan dipindah tangankan/dijual maka akan 
menciptakan suatu intensif keuangan untuk 
memelihara kelestarian dan meningkatkan kualitas 
sumberdaya perikanan (hak jual semakin tinggi jika 
kualitas perikanan tinggi/menghasilkan banyak 
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keuntungan.   
6  Mitigation-

Habitat 
Destruction 

Perbaikan atau pemeliharaan habitat ikan akan 
menjamin kelestarian sumberdaya perikanan di 
wilayah/unit analisis.  

7 Mitigation ɀ 
Ecosystem 
Depletiom 

Pemeliharan atau perbaikan ekosistem akan 
menjamin kelestarian sumberdaya perikanan di 
wilayah/unit analisis.  

8 Ilegal Fishing Pemanfaatan sumberdaya perikanan akan lebih patuh 
pada aturan pengelolaan sumberdaya perikanan pada 
saat kepedulian masyarakat terhadap segala kegiatan 
penangkapan ikan hias tinggi (adanya tekanan publik) 
 

9 Dischards and 
Wastes 

Besarnya jumlah ikan yang terbuang, terutama jika 
tidak tercatat akan mengakibatkan status eksploitasi 
tidak dapat diukur dengan baik (bisa terjadi over 
fishing/over exploitation) 

10 Number of 
Coastal 
Regulations 

Semakin banyak peraturan perundangan yang telah 
dibuat maka pengelolaan sumberdaya perikanan akan 
lebih mudah diatur/dikelola.  

 

Selanjutnya Tri dkk (2005),  menjelaskan penyusunan pedoman di atas lebih 

bertujuan untuk sebagai sarana sosialisasi metode analisis multivariat berbasis 

Multi Dimensional Scaling (MDS), terutama yang diaplikasikan dalam metode 

Rapfish. Hal ini agar lebih mudah digunakan serta para pengguna benar-benar 

mengetahui dan dapat mengecek ulang ataupun menyesuaikan penetapan 

setiap dimensi dan atribut yang dipergunakan. Isi dari pedoman tersebut 

terdiri  dari atribut, skala skor baik-buruk, penjelasan dan bentuk pertanyaan. 

Fauzi dan Zuzi (2005), menambahkan dalam tulisannya bahwa Rapfish dapat 

menghasilkan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi 

sumberdaya perikanan kita, khususnya perikanan di daerah penelitian, 

sehingga akhirnya dapat dijadikan bahan untuk menentukan kebijakan yang 

tepat untuk mencapai pembangunan perikanan yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh code of 

conduct for responsible Fisheries 1995. 
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Fauzi dan Suzi (2005) selanjutnya menjelaskan, atribut dari setiap dimensi 

yang akan dievaluasi dapat dipilih untuk merefleksikan keberlanjutan, serta 

dapat diperbaiki atau diganti ketika informasi terbaru diperoleh, Ordinasi dari 

set atribut digambarkan dengan Multi Dimensional Scaling (MDS). 

Metode analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat pengelolaan 

sumberdaya perikanan yang berkelanjutan menggunakan Rapfish (A Rapid 

Apprasial Tehnique For Fisheries) melalui metode Multi Dimensional Scalling 

(MDS) untuk menilai tingkat pengelolaan sumberdaya perikanan 

berkelanjutan. Tehnik ordinasi Rapfish melalui metode multi dimensional 

scalling merupakan tehnik statistik yang mencoba melakukan transformasi 

multidimensi  menjadi dimensi yang lebih sederhana (Fauzi dan Anna, 2005). 

Pendekatan multi dimensional scalling dalam Rapfish memberikan hasil yang 

stabil (Pitcher, 1999) dalam Nurhayati (2011), dibandingkan dengan metode 

analisis peubah ganda yang lain. Seluruh data dari atribut yang 

dipertimbangkan di dalam penelitian ini  kemudian dianalisis secara 

multidimensi untuk menentukan titik yang mencerminkan posisi 

ËÅÂÅÒÌÁÎÊÕÔÁÎ ÐÅÒÉËÁÎÁÎ ÂÅÒÄÁÓÁÒËÁÎ ÄÕÁ ÔÉÔÉË ÁÃÕÁÎȟ ÙÁÉÔÕ ÔÉÔÉË ȱÂÁÉËȱ ɉgood) 

ÄÁÎ ÔÉÔÉË ȱÂÕÒÕËȱ ɉbad).  

Skala indeks keberlanjutan sistem yang dikaji mempunyai selang 0 % ɀ 100%. 

Dalam penelitian ini ada empat kategori status keberlanjutan seperti yang 

terlihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Kategori indeks dan Status Keberlanjutan  

Nilai Indeks Kategori 
0,0 ɀ 25,00 

25,01 ɀ 50,00 
50,01 ɀ 75,000 
75,01 ɀ 1,00,00 

Buruk : Tidak berkelanjutan 
Kurang : Kurang berkelanjutan 
Cukup : Cukup berkelanjutan 
Baik : Sangat berkelanjutan 
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Gambar 7. Eksploitasi didorong oleh faktor kebutuhan manusia untuk 
mencukupi kebutuhannya.  

Tatalaksana ini mengakui arti penting gizi, ekonomi, sosial, lingkungan dan 

budaya menyangkut perikanan dan semua pihak yang berkepentingan yang 

peduli dengan sektor perikanan. Tatalaksana memperhatikan ciri biologi dari 

sumber daya dan lingkungannya serta kepentingan para konsumen dan 

pengguna lain. Negaraɀnegara dan semua yang terlibat dalam perikanan 

didorong untuk memberlakukan tatalaksana ini dan mulai menerapkannya. 

Berikut panduan CCRF yang dikeluarkan oleh FAO untuk diterapkan diseluruh 

dunia:  
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PASAL 1 

SIFAT DAN RUANG LINGKUP TATALAKSANA 

 

1.1. Tatalaksana ini bersifat sukarela. Akan tetapi bagian tertentu dari 

tatalaksana ini didasarkan pada aturan hukum internasional yang 

relevan, termasuk yang tercermin dalam Konvensi PBB tentang Hukum 

Laut 10 Desember 1982  tatalaksana juga memuat ketentuan yang 

mungkin berupa atau telah diberi efek mengikat dengan perangkat 

hukum lain yang bersifat obligatori  diantara pihak-pihak. Seperti 

misalnya persetujuan memajukan pemenuhan dengan Langkah 

Konservasi dan Pengelolaan Internasional oleh Kapal Penangkap Ikan di 

laut lepas, 1993 yang menurut Konferensi FAO resolusi 15/93, paragraf 

3, membentuk suatu bagian integral dari tatalaksana ini. 

1.2. Tatalaksana ini bersifat global dalam ruang lingkupnya, dan diarahkan 

kepada para anggota dan bukan anggota FAO, Badan Usaha 

Penangkapan Ikan, organisasi subregional, regional dan global, baik 

pemerintah maupun non pemerintah dan semua yang peduli dengan 

konservasi sumber daya perikanan dan pengelolaan serta 

pembangunan perikanan, seperti para nelayan, mereka yang ikut 

terlibat dalam pengolahan dan pemasaran ikan serta produk perikanan, 

dan para pengguna lain dari lingkungan akuatik yang bertalian dengan 

perikanan. 

1.3. Tatalaksana ini menyediakan asas dan standar yang bisa diterapkan 

pada konservasi. Pengelolaan dan pembangunan perikanan. 

Tatalaksana juga mencakup penangkapan, pengolahan dan 

perdagangan ikan serta produk perikanan, operasi penangkapan, 

akuakultur/budidaya, penelitian  perikanan dan keterpaduan perikanan 

ke dalam pengelolaan kawasan pesisir.  
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1.4. Dalam tatalaksana ini, rujukan pada negaraɀnegara termasuk 

masyarakat eropa yang menyangkut sehubungan dengan 

kompetensinya. Sedangkan istilah perikanan berlaku sama untuk 

perikanan tangkap dan akuakultur. 

 

PASAL 2 

TUJUAN  TATALAKSANA 

 

Sasaran tatalaksana ini adalah untuk:  

2.1. Menetapkan asas, sesuai dengan aturan hukum internasional yang 

terkait, bagi penangkapan ikan dan kegiatan perikanan yang 

bertanggung jawab, dengan memperhatikan seluruh aspek biologi, 

teknologi, ekonomi, sosial, lingkungan dan komersial yang relevan. 

2.2. Menetapkan asas dan kriteria bagi penjabaran dan pelaksanaan 

kebijakan nasional untuk konservasi sumber daya perikanan dan 

pengelolaan serta pembangunan perikanan yang bertanggung jawab. 

2.3. Berfungsi sebagai sebuah perangkat rujukan untuk membantu Negaraɀ

negara dalam menetapkan atau meningkatkan kerangka kelembagaan 

dan hukum yang diperlukan bagi berlangsungnya perikanan yang 

bertanggung jawab dan dalam perumusan serta pelaksanaan langkah 

yang sesuai. 

2.4. Menyediakan tuntunan yang bisa digunakan, bila diperlukan dalam 

perumusan dan pelaksanaan perjanjian internasional berikut perangkat 

hukum lain, baik yang bersifat mengikat maupun sukarela, 

2.5. Memberi kemudahan dan memajukan kerjasama teknis, pembiayaan 

dan lainnya dalam konservasi sumber daya perikanan dan pengelolaan 

serta pembangunan perikanan. 

2.6. Meningkatkan kontribusi perikanan bagi ketahanan pangan dan mutu 

pangan, memberikan prioritas untuk kebutuhan gizi komunitas local 
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2.7. Meningkatkan upaya perlindungan sumber daya hayati akuatik serta 

lingkungannya dan kawasan pesisir. 

2.8. Menggalakan perdagangan ikan dan produk perikanan sesuai dengan 

aturan internasional yang relevan dan menghindari penggunaan 

langkah yang merupakan hambatan terselubung bagi perdagangan 

tersebut.  

2.9. Memajukan penelitian mengenai perikanan demikian pula mengenai 

ekosistem terkait dan faktor lingkungan relevan, dan  

2.10. Menyediakan standar pelaksanaan untuk semua sektor yang terlibat 

dalam perikanan. 

 

PASAL 3 

KETERKAITAN DENGAN PERANGKAT HUKUM 

INTERNASIONAL LAIN 

 

3.1. Tatalaksana ini ditafsirkan dan diberlakukan sesuai dengan aturan 

hukum internasional yang relevan, seperti tercermin dalam Konvensi 

PBB tentang hukum laut. 1982. Dalam tatalaksana ini tidak ada 

perasangka terhadap hak, yuridiksi dan kewajiban dari negaraɀnegara 

di bawah hukum internasional seperti yang tercermin di dalam 

konvensi. 

 

3.2. Tatalaksana juga ditafsirkan dan diberlakukan: 

a. Dengan suatu cara yang konsisten dengan ketentuan relevan dari 

Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi PBB tentang hukum 

laut yang bertalian dengan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan 

Straddling dan stok ikan peruaya jauh.   

b. Dengan suatu cara yang konsisten dengan ketentuan relevan dari 

Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi PBB tentang hukum 
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laut yang bertalian dengan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan 

Straddling dan stok ikan peruaya jauh.  

c. Dengan suatu cara yang konsisten dengan ketentuan relevan dari 

Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan Konvensi PBB tentang hukum 

laut yang bertalian dengan Konservasi dan Pengelolaan Stok Ikan 

Straddling dan stok ikan peruaya jauh.   

d. Sesuai dengan aturan hukum internasional yang berlaku, termasuk 

kewajiban masing-masing negara sesuai dengan persetujuan 

internasional yang ditandatanganinya, dan  

e. Mempertimbangkan deklarasi Cancun 1992, Deklarasi Rio 1992 

tentang Lingkungan dan Pembangunan, serta Agenda 21 yang 

disetujui oleh Konferensi PBB tentang Lingkungan dan 

Pembangunan (UNCED ), khususnya Bab 17 dari Agenda 21, dan 

deklarasi serta perangkat hukum internasional lain yang relevan. 

  

  

PASAL 4 

PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN 

 

4.1. Semua anggota dan bukan anggota FAO, intensitas penangkapan ikan 

dan organisasi subregional, regional dan global yang relevan, baik 

pemerintah maupun non pemerintah, dan semua yang peduli dengan 

konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan serta 

perdagangan ikan dan produk perikanan harus bekerjasama dalam 

pemenuhan dan pelaksanaan dari tujuan dan asas tatalaksana ini.  

4.2. FAO, sesuai dengan perannya dalam lingkup sistem PBB, akan 

memantau aplikasi dan pelaksanaan dari tatalaksana dan pengaruhnya 

terhadap perikanan dan Sekretariat akan melapor kepada Komite 

Perikanan FAO (COFI). Semua Negaraɀnegara baik anggota maupun 

bukan anggota FAO, demikian pula organisasi internasional yang 
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relevan, baik pemerintah maupun non pemerintah harus secara aktif 

bekerjasama dengan FAO dalam tugas ini. 

4.3. FAO melalui badannya yang berwenang, boleh merevisi tatalaksana ini 

dengan memperhatikan perkembangan perikanan dan laporan kepada 

COFI mengenai implementasi tatalaksana ini.  

4.4. Negaraɀnegara dan organisasi internasional, baik pemerintah maupun 

non pemerintah harus meningkatkan pemahaman akan tatalaksana 

oleh mereka yang ikut terlibat dalam perikanan, termasuk bilamana 

bisa dipraktekan dengan cara pengenalan pola yang akan meningkatkan 

penerimaan tatalaksana dan penerapannya yang efektif secara sukarela. 

 

 

PASAL 5 

KEBUTUHAN KHUSUS NEGARA BERKEMBANG 

 

5.1. Kapasitas negara berkembang untuk melaksanakan rekomendasi 

tatalaksana ini sepatutnya harus diperhitungkan.  

5.2. Dalam rangka mencapai tujuan tatalaksana ini dan mendukung 

pelaksanaannya yang efektif, negara, organisasi internasional yang 

relevan. Baik pemerintah maupun non pemerintah, dan lembaga 

pembiayaan harus menyadari sepenuhnya keadaan dan kebutuhan 

khusus negaraɀnegara berkembang, dan diantara mereka diutamakan 

negaraɀnegara yang paling kurang berkembang, dan negara pulau kecil 

yang sedang berkembang. Negaraɀnegara, organisasi antar pemerintah 

dan non pemerintah dan lembaga-lembaga pembiayaan yang relevan 

harus berupaya bagi pengambilan langkah untuk memerhatikan 

keperluan negara berkembang terutama dalam bidang bantuan 

pembiayaan dan teknis, alih teknologi pelatihan dan kerjasama ilmiah 

serta dalam meningkatkan kemampuan mereka guna mengembangkan 
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perikanan mereka sendiri dan berpartisipasi dalam perikanan laut 

lepas, termasuk aksesnya ke perikanan tersebut. 

 

PASAL 6 

ASAS UMUM 

 

6.1. Negaraɀnegara dan para pengguna sumber daya hayati akuatik harus 

melakukan konservasi ekosistem akuatik. Dalam hak menangkap ikan 

terkandung pula kewajiban untuk melakukan konservasi dengan cara 

yang bertanggung jawab sedemikian rupa sehingga dapat menjamin 

konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati akuatik yang efektif. 

6.2. Pengelolaan perikanan harus memajukan pemeliharaan mutu, 

keanekaragaman dan ketersediaan dari sumber daya perikanan dalam 

jumlah yang cukup untuk generasi kini dan mendatang dalam konteks 

ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pengembangan berke-

lanjutan.  Langkahɀlangkah pengelolaan seharusnya tidak hanya 

menjamin konservasi spesies target tetapi juga spesies yang mendiami 

ekosistem yang sama atau yang terkait atau yang tergantung pada 

spesies target 

6.3. Negaraɀnegara harus mencegah lebih tangkap dan penangkapan ikan 

yang melebihi kapasitas serta harus melaksanakan langkah pengelolaan 

untuk menjamin bahwa upaya penangkapan seimbang dengan 

kapasitas produktif sumber daya perikanan tersebut dan 

pemanfaatannya yang lestari. Bilamana perlu, sejauh mungkin negaraɀ

negara harus mengambil langkah untuk merehabilitasi populasi ikan.  

6.4. Keputusan untuk konservasi dan pengelolaan perikanan harus 

didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, juga 

memperhatikan pengetahuan tradisional menyangkut sumber daya dan 

habitatnya, serta faktor lingkungan, ekonomi dan sosial yang relevan. 

Negara harus memberikan prioritas kepada penelitian dan 
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pengumpulan data guna meningkatkan pengetahuan ilmiah dan teknis 

perikanan termasuk interaksinya dengan ekosistem. Dengan 

mempertimbangkan sifat lintas batas dari banyak ekosistem akuatik. 

Negaraɀnegara selayaknya harus mendorong kerjasama bilateral dan 

multilateral dalam penelitian.    

6.5. Negaraɀnegara dan organisasi pengelolaan perikanan subregional dan 

regional harus memberilakukan pendekatan bersifat kehati-hatian 

secara luas terhadap konservasi, pengelolaan dan pengusahaan sumber 

daya hayati akuatik guna melindungi dan melakukan konservasi 

lingkungan akuatik, dengan memperhatikan bukti ilmiah terbaik yang 

tersedia, ketiadaan informasi ilmiah yang mencukupi tidak boleh 

digunakan sebagai alasan untuk menunda atau melalikan pengambilan 

langkah untuk melakukan konservasi spesies target, spesies yang 

terkait atau yang tergantung dengan spesies lainnya dan spesies bukan 

target dan lingkungan mereka. 

6.6. Alat dan cara penangkapan ikan yang selektif dan aman lingkungan 

harus dikembangkan dan diterapkan lebih lanjut, sejauh bisa dilakukan 

untuk memelihara keaneka ragaman hayati melakukan konservasi 

struktur populasi dan ekosistem akuatik serta melindungi mutu ikan. 

Bila terdapat alat penangkap ikan dan praktek penangkap ikan yang 

selektif yang aman bagi lingkungan dan layak, maka harus diakui dan 

diberi prioritas dalam menetapkan langkah konservasi dan pengelolaan 

untuk perikanan. Negara dan para pemanfaat ekosistem akuatik harus 

meminimumkan limbah, penangkapan spesies bukan target, baik 

spesies ikan maupun bukan ikan serta dampaknya terhadap spesies 

terkait atau yang tergantung dengan spesies lainnya  

6.7. Pemanenan, penanganan, pengolahan dan distribusi ikan dan produk 

perikanan harus dilakukan dengan cara yang mempertahankan nilai 

gizi, mutu dan keamanan produk perikanan, mengurangi limbah dan 

meminimumkan dampak negatifnya terhadap lingkungan. 
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6.8. Seluruh habitat perikanan yang dalam keadaan kritis di dalam 

ekosistem laut dan air tawar, seperti halnya lahan basah, hutan bakau, 

terumbu, goba, daerah asuhan dan pemijahan, jika perlu dan sejauh 

mungkin haruslah dilindungi dan direhabilitasi. Upaya khusus harus 

dibuat untuk melindungi habitat semacam itu dari perusakan, 

penurunan mutu, pencemaran dan dampak nyata lainnya yang 

diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengancam kesehatan dan 

kelangsungan dari sumber daya perikanan tersebut. 

6.9. Negaraɀnegara harus menjamin bahwa kepentingan perikanan mereka, 

termasuk kepentingan konservasi sumber daya, diperhatikan dalam 

pemanfaatan serbaguna zona pesisir dan dipadukan ke dalam 

pengelolaan, perencanaan dan pembangunan kawasan pesisir. 

6.10. Dalam lingkup wewenang masing-masing dan sesuai dengan hukum 

internasional, termasuk di dalam lingkup kerangka organisasi atau 

tatanan konservasi dan pengelolaan perikanan subregional atau 

regional, negaraɀnegara harus menjamin kepatuhan terhadap 

penegakan langkah konservasi dan pengelolaan serta menetapkan 

mekanisme yang efektif. Untuk memantau dan mengendalikan kegiatan 

kapal penangkap ikan dan kapal pendukung penangkap ikan jika 

diperlukan. 

6.11. Negaraɀnegara yang memberikan hak kepada kapal penangkap dan 

pendukung penangkap ikan untuk mengibarkan bendera mereka harus 

harus menjalankan pengendalian yang efektif atas kapal tersebut 

sedemikian rupa sehingga menjamin pemberlakuan Tatalaksana ini 

secara benar. Negara itu harus menjamin bahwa kegiatan kapal tersebut 

tidak mengurangi keefektifan langkah konservasi dan pengelolaan yang 

sesuai dengan hukum internasional dan telah diadopsi pada tingkat 

nasional, subregional, regional atau global. Negara tersebut harus pula 

memastikan bahwa kapal yang mengibarkan bendera mereka 

memenuhi kewajibannya dalam hal pengumpulan dan penyediaan data 
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yang berhubungan dengan kegiatan penangkapan ikan yang 

dilakukannya.  

6.12. Negaraɀnegara sesuai dengan wewenang masing-masing dan sesuai 

dengan hukum internasional harus bekerjasama pada tingkat 

subregional, regional dan global melalui organisasi pengelolaan 

perikanan, perjanjian internasional lainnya atau tatanan lainnya untuk 

memajukan konservasi dan pengelolaan, menjamin penangkapan ikan 

yang bertanggung jawab dan menjamin konservasi dan perlindungan 

sumber daya hayati akuatik secara efektif pada seluruh jangkauan 

persebarannya dengan memperhatikan keperluan akan langkah yang 

sesuai dikawasan di dalam dan di luar yuridiksi nasional.  

6.13. Negaraɀnegara sejauh diijinkan oleh hukum dan peraturan nasional, 

harus menjamin bahwa proses pengambilan keputusan berlangsung 

secara transparan dan mencapai penyelesaian tepat waktu terhadap 

persoalan yang mendesak. Negara sejalan dengan prosedur yang sesuai 

harus memberi kemudahan konsultasi dan keikutsertaan yang efektif 

dari industri, para pekerja perikanan, organisasi lingkungan dan 

organisasi lain yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan perkembangan hukum dan kebijakan yang 

berhubungan dengan pengelolaan, pembangunan, pinjaman dan 

bantuan internasional dan bidang perikanan. 

6.14. Perdagangan internasional untuk ikan dan produk perikanan harus 

dilakukan sesuai dengan asas, hak dan kewajiban yang ditetapkan 

dalam Perjanjian organisasi perdagangan di dunia (WTO) dan 

persetujuan internasional lain yang relevan. Negara harus menjamin 

kebijakan, program dan praktek yang bertalian dengan perdagangan 

ikan dan produk perikanan tidak mengakibatkan hambatan terhadap 

perdagangan tersebut, dampak penurunan mutu lingkungan atau 

dampak sosial termasuk gizi secara negatif. 
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6.15. Negaraɀnegara harus bekerjasama dalam rangka mencegah 

perselisihan. Semua perselisihan yang bertalian dengan kegiatan dan 

praktek penangkapan harus diselesaikan tepat waktu secara damai dan 

dengan cara musyawarah, sesuai dengan persetujuan internasional 

yang bisa diterapkan atau cara lain yang disepakati oleh pihak yang 

berselisih. Pada saat penyelesaian perselisihan tertunda, negara 

bersangkutan harus melakukan segala upaya untuk memberilakukan 

tatanan sementara yang bersifat praktis dengan tidak mempengaruhi 

hasil akhir dari setiap prosedur penyelesaian perselisihan. 

6.16. Negaraɀnegara, dengan memperhatikan pentingnya pemahaman para 

nelayan dan pembudidaya petani ikan akan konservasi dan pengelolaan 

sumber daya perikanan sebagai sumber mata pencaharian, harus 

memajukan kesadaran akan perikanan yang bertanggung jawab melalui 

pendidikan dan pelatihan. Mereka harus menjamin agar para nelayan 

dan pembudidaya ikan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan 

dan pelaksanaan, juga dengan maksud untuk memberii kemudahan bagi 

pelaksanaan tatalaksana. 

6.17. Negaraɀnegara harus menjamin bahwa fasilitas dan peralatan 

penangkapan ikan serta semua kegiatan perikanan memungkinkan 

persyaratan kehidupan dan pekerjaan yang adil, sehat dan aman serta 

memenuhi standar yang disepakati secara internasional yang sudah 

diadopsi oleh organisasi internasional yang relevan.  

6.18. Menyadari pentingnya kontribusi perikanan artisanal dan perikanan 

skala kecil terhadap kesempatan kerja, pendapatan dan ketahanan 

pangan, negaraɀnegara harus secara tepat melindungi hak para nelayan 

dan pekerja perikanan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam 

ÐÅÒÉËÁÎÁÎ Ȱsubsistemȱȟ ÓËÁÌÁ ËÅÃÉÌ ÄÁÎ Ȱartisanalȱȟ ÁÔÁÓ suatu mata 

pencarian yang aman dan pantas dan jika perlu, hak atas akses istimewa 

ke daerah penangkapan dan sumber daya tradisional di dalam perairan 

di bawah yuridiksi mereka.  
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6.19. Negaraɀnegara harus mempertimbangkan akuakultur termasuk 

perikanan berbasis kultur, sebagai suatu cara untuk mendorong 

penganekaragaman pendapatan & makanan, dalam melaksanakan hal 

itu, negara harus menjamin bahwa sumber daya digunakan secara 

bertanggung jawab dan meminimumkan dampak yang merugikan 

terhadap lingkungan dan komunitas lokal.  

 

PASAL 7 

PENGELOLAAN PERIKANAN 

 

7.1.   Umum  

7.1.1.   Negaraɀnegara dan semua pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan perikanan, melalui suatu kerangka kebijakan 

hukum dan kelembagaan yang tepat, harus mengadopsi 

langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber 

daya perikanan yang berkelanjutan. Langkahɀlangkah 

konservasi dan pengelolaan, baik pada tingkat lokal, nasional, 

subregional, harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang 

tersedia dan dirancang untuk menjamin kelestarian jangka 

panjang sumber daya perikanan pada tingkat yang dapat 

mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan yang 

optimum dan mempertahankan ketersediaannya untuk 

generasi kini dan  mendatang, pertimbangan-pertimbangan 

jangka pendek tidak boleh mengabaikan tujuan ini. 

7.1.2.   Di dalam kawasan di bawah lingkup yuridiksi nasional, 

negaraɀnegara harus berupaya mengidentifikasikan pihak 

domestik yang mempunyai relevansi dan kepentingan yang 

sah dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya 

perikanan dan memantapkan tatanan untuk berkonsultasi 



 
 

47 

dengan pihak domestik tersebut guna mendapatkan kolaborasi 

mereka dalam pencapaian perikanan yang bertanggung jawab. 

7.1.3.   Bagi stok ikan pelintas batas, stok ikan straddling, stok ikan 

peruaya jauh dan stok ikan laut lepas, yang diusahakan oleh 

dua negara atau lebih, maka negara bersangkutan, termasuk 

negara pantai yang relevan dalam hal stok yang straddling dan 

ikan peruaya jauh tersebut, harus berkerjasama untuk  

menjamin konservasi dan pengelolaan sumber daya yang 

efektif. Upaya ini harus dicapai, jika perlu melalui 

pembentukan sebuah organisasi atau tatanan perikanan 

bilateral, subregional atau regional. 

7.1.4.   Suatu organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan 

subregional atau regional harus mengikutkan perwakilan dari 

negara yang sumber daya perikanan itu berada di dalam 

lingkup yuridiksi mereka, dan perwakilan dari negara yang 

mempunyai kepentingan riil dalam perikanan atau sumber 

daya di luar yuridiksi nasional. Bila terdapat suatu organisasi 

atau tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional 

yang mempunyai wewenang untuk menetapkan langkah 

konservasi dan pengelolaan, maka negara harus bekerjasama 

dengan cara menjadi anggota organisasi perikanan atau 

peserta dalam tatanan perikanan tersebut, dan berperan aktif. 

7.1.5.   Suatu negara yang tidak merupakan anggota suatu organisasi 

pengelolaan perikanan subregional atau regional atau bukan 

peserta dalam suatu tatanan pengelolaan perikanan, 

subregional atau regional bagaimanapun harus bekerjasama. 

Suatu perjanjian internasional dan hukum internasional dalam 

konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan yang 

relevan dengan mulai memberilakukan setiap langkah 
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konservasi dan pengelolaan yang diadopsi oleh organisasi atau 

tatanan semacam itu.  

7.1.6.   Perwakilan dari organisasi yang relevan, baik pemerintah 

maupun non pemerintah yang peduli dengan perikanan, harus 

diupayakan kesempatan berpartisipasi dalam pertemuan 

organisasi pengelolaan perikanan subregional dan regional 

sebagai pengamat atau dengan cara lain, jika perlu, sesuai 

dengan prosedur dari organisasi atau tatanan bersangkutan 

wakil -wakil itu harus diberi akses terhadap catatan dan 

laporan dari pertemuan tersebut secara tepat waktu dengan 

mengikuti aturan prosedur mengenai akses terhadap catatan 

dan laporan tersebut. 

7.1.7.   Negaraɀnegara, dalam lingkup wewenang dan kapasitas 

masingɀmasing harus menetapkan mekanisme yang efektif 

bagi pemantauan, pengawasan, pengendalian perikanan dan 

penegakannya untuk menjamin kepatuhan terhadap langkah 

konservasi dan pengelolaannya, maupun langkah yang 

diadopsi oleh organisasi atau tatanan subregional atau 

regional. 

7.1.8.   Negaraɀnegara harus mengambil langkah untuk mencegah 

atau menghapus penangkapan ikan yang melebihi kapasitas 

dan harus menjamin bahwa tingkat upaya penangkapan adalah 

sepadan dengan pemanfaatan sumber daya ikan yang lestari 

sebagai suatu cara menjamin keefektifan langkah konservasi 

dan pengelolaan. 

7.1.9.   Negaraɀnegara dan organisasi serta tatanan pengelolaan 

perikanan subregional atau regional harus menjamin 

transparansi dalam mekanisme pengelolaan perikanan dan 

dalam proses pengambilan keputusan terkait. 
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7.1.10.   Negaraɀnegara dan organisasi serta tatanan pengelolaan 

perikanan subregional atau regional harus memberii hak 

publisitas sepatutnya kepada langkah konservasi dan 

pengelolaan serta menjamin bahwa hukum dan perundangɀ

undangan disebarluaskan secara efektif serta aturan lainnya 

yang sah. Dasar dan maksud dari langkah tersebut harus 

diterangkan kepada para pemanfaat sumber daya dalam 

rangka memberikan kemudahan penerapannya dan dengan 

demikian memperoleh tambahan dukungan dalam penerapan 

langkah tersebut. 

 

7.2  Tujuan Pengelolaan  

7.2.1.   Menyadari bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan lestari 

jangka panjang adalah tujuan yang lebih mementingkan 

konservasi dan pengelolaan, negara dan organisasi serta 

tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional, 

antara lain harus mengadopsi langkah yang sesuai 

berdasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia, yang 

dirancang untuk mempertahankan atau memulihkan stok pada 

berbagai tingkat yang mampu memberikan hasil maksimum 

yang lestari seperti yang dikualifikasikan oleh faktor 

lingkungan dan ekonomi yang relevan, termasuk kebutuhan 

khusus negara berkembang. 

7.2.2.   Langkahɀlangkah tersebut harus menetapkan antara lain agar: 

a. Penangkapan ikan yang melebihi kapasitas dihindari dan 

pengeksploitasian stok tetap layak secara ekonomi 

b. Kondisi ekonomi yang mendasari beroperasinya industri 

penangkapan mendorong perikanan yang bertanggung 

jawab. 
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c.  Kepentingan para nelayan, termasuk mereka yang terlibat 

dalam perikanan subsistem perikanan skala kecil dan 

perikanan artisanal, diperhatikan  

d. Keanekaragaman hayati dari habitat akuatik dan ekosistem 

dikonservasi dan spesies terancam punah dilindungi  

e.  Stok ikan yang menipis dibiarkan pulih atau jika perlu 

dipulihkan secara aktif 

f.  Dampak lingkungan yang merugikan terhadap sumber 

daya akibat kegiatan manusia, dikaji dan jika perlu 

diperbaik, dan 

g.  Pencemaran, limbah, ikan buangan, hasil tangkapan oleh 

alat tangkap yang hilang atau ditelantarkan, hasil 

tangkapan spesies bukan target, baik spesies ikan maupun 

bukan ikan, dan dampak terhadap spesies berasosiasi atau 

dependent species. Diminimumkan, melalui langkah 

termasuk, pengembangan dan penggunaan alat dan teknik 

penangkapan yang selektif, aman lingkungan dan hemat 

biaya yang dapat dipraktekan.  

7.2.3.   Negaraɀnegara harus mengkaji dampak faktor lingkungan 

terhadap stok dan spesies target yang menjadi bagian dalam 

ekosistem yang sama atau yang berasosiasi dengan atau yang 

tergantung pada stok target dan mengkaji hubungan antara 

populasi di dalam ekosistem.  

 

7.3. Kerangka Kerja dan Prosedur Pengelolaan  

7.3.1.   Agar efektif, pengelolaan perikanan harus peduli terhadap 

seluruh unit stok yang meliputi keseluruhan kawasan 

sebarannya dan memperhatikan langkah pengelolaan yang 

telah disepakati sebelumnya yang ditetapkan dan diterapkan 

di wilayah yang sama, semua pengambilan serta kesatuan 
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biologi dan ciri biologi lain dari stok tersebut.  Bukti ilmiah 

terbaik yang tersedia harus digunakan untuk menetapkan, 

antara lain, kawasan sebaran dari sumber daya dan kawasan 

tempat sumber daya itu beruaya sepanjang daur hidupnya. 

7.3.2.   Dalam rangka melaksanakan konservasi dan mengelola stok 

ikan pelintas batas stok ikan straddling stok ikan peruaya jauh 

dan stok ikan laut lepas seputar jangkauan kisarannya. Maka 

langkah konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan untuk 

stok tersebut, sesuai dengan wewenang masing-masing dari 

negara yang relevan atau, jika perlu melalui organisasi dan 

tatanan kesepakatan pengelolaan perikanan subregional dan 

regional, haruslah sesuai. Kesesuaian harus dicapai dalam satu 

cara yang konsisten dengan hak, wewenang dan kepentingan 

dari negara bersangkutan.  

7.3.3.   Tujuan pengelolaan jangka panjang harus dijabarkan ke dalam 

tindakan pengelolaan, dirumuskan sebagai suatu rencana 

pengelolaan perikanan atau kerangka pengelolaan lain. 

7.3.4.   Negaraɀnegara dan bila perlu, organisasi dan tatanan 

pengelolaan perikanan subregional atau regional harus 

membina dan meningkatkan kerjasama dan koordinasi 

internasional dalam semua hal yang berkaitan dengan 

perikanan, termasuk pengumpulan dan pertukaran informasi, 

penelitian, pengelolaan, dan pengembangan perikanan. 

7.3.5.   Negaraɀnegara yang berupaya mengambil tindakan apapun 

melalui suatu organisasi bukan perikanan yang mungkin 

mempengaruhi langkah konservasi dan pengelolaan yang 

diambil oleh organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan 

subregional atau regional yang kompeten harus berkonsultasi 

lebih dahulu, sejauh bisa dipraktekan dengan organisasi atau 

tatanan tersebut dan memperhatikan pendapat mereka. 
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7.4. Petunjuk Pengumpulan dan Pengelolaan Da ta  

7.4.1.   Pada saat mempertimbangkan pengadopsian langkah 

konservasi dan pengelolaan, bukti ilmiah terbaik yang tersedia 

harus diperhatikan untuk mengevaluasi status terkini dari 

sumber daya perikanan dan dampak yang mungkin terjadi 

akibat langkahɀlangkah yang diusulkan terhadap sumber daya. 

7.4.2.   Penelitian guna mendukung konservasi dan pengelolaan 

perikanan harus ditingkatkan, termasuk penelitian mengenai 

sumber daya serta pengaruh faktor iklim, lingkungan dan 

sosial-ekonomi. Hasil-hasil penelitian tersebut harus 

disebarluaskan ke pihak yang berkepentingan. 

7.4.3.   Studi harus digiatkan untuk memberikan pemahaman 

mengenai biaya, manfaat dan efek dari opsi pengelolaan 

pilihan yang dirancang untuk merasionalkan penangkapan, 

khususnya opsi yang berkaitan dengan kapasitas dan tingkat 

upaya penangkapan berlebih. 

7.4.4.   Negaraɀnegara harus menjamin bahwa data statistik yang 

tepat waktu, lengkap dan dapat dipercaya mengenai hasil 

tangkapan dan upaya penangkapan dikumpulkan dan 

disimpan sesuai dengan standar praktek internasional yang 

diterapkan dalam rincian yang cukup untuk memungkinkan 

analisis statistik yang baik. Data tersebut harus dimutakhirkan 

secara teratur dan diverifikasi dengan suatu sistem yang tepat. 

Negara harus mengumpulkan dan menyebarluaskan data 

tersebut menggunakan cara yang konsisten dengan 

persyaratan kerahasiaan yang bisa diterapkan.  

7.4.5.   Guna menjamin pengelolaan perikanan yang berlanjut dan 

memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan sosial dan ekonomi, 

maka harus dikembangkan pengetahuan yang cukup tentang 
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faktor sosial, ekonomi dan kelembagaan dengan cara 

pengumpulan data, analisis dan penelitian. 

7.4.6.   Negaraɀnegara harus mengumpulkan data yang terkait dengan 

perikanan dan data ilmiah pendukung lainnya yang 

berhubungan dengan stok ikan yang dicakup oleh organisasi 

atau tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional 

dalam sebuah format yang disepakati secara internasional dan 

menyediakan data itu secara tepat waktu untuk organisasi 

atau tatanan tersebut. Dalam hal stok yang berada dalam 

lingkup yurisdiksi lebih dari satu negara dan tidak ada 

organisasi atau tatanan untuk itu, maka negara bersangkutan 

harus bersepakat mengenai suatu mekanisme bagi kerjasama 

untuk mengumpulkan dan mempertukarkan data tersebut.  

7.4.7.   Organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan subregional 

atau regional harus mengumpulkan data dan mengupayakan 

ketersediaannya dengan cara yang konsisten dengan syaratɀ

syarat kerahasiaan yang dapat diterapkan dengan tepat waktu 

dan dalam sebuah format yang disepakati untuk seluruh 

anggota dari organisasi tersebut dan pihak berkepentingan 

lainnya sesuai dengan prosedur yang disepakati. 

 

7.5. Pendekatan Yang Bersifat Kehati ɀ Hatian  

7.5.1.   Negaraɀnegara harus memberlakukan pendekatan yang 

bersifat kehatiɀhatian secara luas untuk konservasi, 

pengelolaan dan pengusahaan sumber daya hayati akuatik 

guna melindunginya dan mengawetkan lingkungan akuatiknya. 

Ketiadaan informasi ilmiah yang memadai tidak boleh 

digunakan sebagai suatu alasan untuk menunda atau tidak 

mengambil langkah konservasi dan pengelolaan. 
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7.5.2.   Dalam melaksanakan pendekatan yang bersifat kehatiɀhatian, 

negara harus memperhatikan, antara lain, ketidakpastian yang 

bertalian dengan ukuran dan produktivitas stok ikan, titik 

rujukan, kondisi stok yang berhubungan dengan titik rujukan 

tersebut, tingkatɀtingkat dan persebaran mortalitas 

penangkapan dan dampak dari kegiatan penangkapan, 

termasuk ikan buangan, terhadap spesies bukan target dan 

spesies terkait atau dependent species serta kondisi 

lingkungan dan sosio ekonomi.  

7.5.3.   Negaraɀnegara dan organisasi serta tatanan pengelolaan 

perikanan subregional atau regional, atas dasar bukti fakta 

ilmiah terbaik yang tersedia, antara lain, harus menetapkan: 

titik rujukan target khas stok, dan sekaligus tindakan yang 

akan diambil bila titik tersebut terlampaui dan titik rujukan 

batas khas stok dan sekaligus tindakan yang akan diambil bila 

mereka terlampaui: jika suatu titik rujukan batas didekati, 

harus diambil langkah untuk menjamin bahwa titik tersebut 

tidak akan terlampaui. 

a. Titikɀtitik rujukan target yang khas stok, pada waktu 

bersamaan, tindakan yang akan diambil bila mereka 

dilampaui, dan  

b. Titikɀtitik  rujukan batas yang khas stok dan pada waktu 

yang berasamaan, tindakan yang diambil bila mereka 

dilampaui: jika suatu titik rujukan batas didekati, harus 

diambil langkahɀlangkah untuk memastikan bahwa ia tidak 

akan dilampaui. 

7.5.4.   Dalam hal perikanan baru diusahakan atau bersifat 

eksploratori , negara harus bersepakat sesegera mungkin 

mengambil langkah konservasi dan pengelolaan yang berhati-

hati, termasuk antara lain batas tangkap dan batas upaya. 
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Langkahɀlangkah tersebut harus tetap berlaku sampai tersedia 

data yang mencukupi untuk memungkinkan pengkajian dari 

dampak perikanan tersebut terhadap kelestarian jangka 

panjang dari stok. Kemudian langkah konservasi dan 

pengelolaan yang didasarkan atas pengkajian itu harus 

dilaksanakan. Langkahɀlangkah yang disebut belakangan, jika 

perlu harus memungkinkan bagi perkembangan perikanan 

tersebut secara bertahap. 

7.5.5.   Jika suatu gejala alam mempunyai dampak merugikan yang 

nyata terhadap status sumber daya hayati akuatik, negara 

harus mengambil langkah konservasi dan pengelolaan atas 

dasar keadaan darurat untuk menjamin bahwa kegiatan 

penangkapan tidak memperburuk dampak yang merugikan 

tersebut. Negara harus pula mengambil langkah serupa atas 

dasar keadaan darurat ketika kegiatan penangkapan 

memperlihatkan ancaman serius terhadap kelestarian sumber 

daya tersebut. Langkahɀlangkah yang diambil atas dasar 

keadaan darurat haruslah bersifat sementara dan harus 

didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia. 

 

7.6. LangkahɀLangkah Pengelolaan  

7.6.1.   Negaraɀnegara harus memastikan bahwa tingkat penangkapan 

yang diizinkan   sepadan dengan status sumber daya perikanan 

7.6.2.   Negaraɀnegara harus mengambil langkah untuk memastikan 

bahwa tidak ada kapal yang boleh menangkap ikan kecuali 

yang sudah diizinkan, menggunakan cara yang konsisten 

dengan hukum internasional untuk laut lepas atau sesuai 

dengan peraturan perundangɀundangan nasional dalam 

lingkup kawasan yuridiksi nasional. 
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7.6.3.   Bila terjadi penangkapan ikan yang melebihi kapasitas harus 

ditetapkan mekanisme untuk mengurangi kapasitas ke tingkat 

yang sepadan dengan pemanfaatan lestari sumber daya 

perikanan sedemikian rupa sehingga menjamin para nelayan 

beroperasi dalam kondisi ekonomi yang mendorong perikanan 

yang bertanggung jawab. Mekanisme seperti itu harus 

termasuk pemantauan kapasitas armada penangkapan. 

7.6.4.   Kinerja dari semua alat tangkap, metode dan praktek 

penangkapan yang akan harus diperiksa dan diambil langkah 

untuk memastikan bahwa alat penangkapan ikan metode dan 

praktek yang tidak konsisten dengan penangkapan ikan yang 

bertanggung jawab dihapuskan dan diganti dengan alternatif 

yang lebih bisa diterima dalam proses ini, perhatian khusus 

harus diberikan pada dampak dari langkah tersebut terhadap 

komunitas nelayan, termasuk kemampuan mereka me-

ngusahakan sumber daya itu. 

7.6.5.   Negaraɀnegara dan organisasi serta tatanan pengelolaan 

perikanan harus mengatur penangkapan ikan sedemikian rupa 

untuk menghindari resiko sengketa diantara para nelayan 

yang menggunakan kapal, alat tangkap dan metode 

penangkapan yang berbeda. 

7.6.6.   Pada saat memutuskan mengenai pemanfaatan, konservasi 

dan pengelolaan sumber daya perikanan, pengakuan yang 

sepatutunya harus diberikan, jika perlu sesuai dengan hukum 

dan peraturan  perundangan nasional, kepada praktek 

tradisional, kebutuhan dan kepentingan penduduk asli serta 

komunitas nelayan setempat yang sangat tergantung pada 

sumber daya perikanan untuk mata pencaharian mereka. 
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7.6.7.   Dalam mengevaluasi alternatif langkah konservasi dan 

pengelolaan, hemat biaya dan dampak sosialnya harus 

dipertimbangkan. 

7.6.8.   Keampuhan langkah konservasi dan pengelolaan serta 

interaksinya yang mungkin   harus dikaji secara terus menerus. 

Langkahɀlangkah tersebut jika perlu harus direvisi atau 

dihapus bila ada informasi baru. 

7.6.9.   Negaraɀnegara harus mengambil langkah yang tepat untuk 

meminimumkan limbah, ikan buangan, hasil tangkapan oleh 

alat tangkap yang hilang atau ditelantarkan. Hasil tangkapan 

bukan spesies target, baik spesies ikan maupun bukan spesies 

ikan dan dampak negatif terhadap spesies terkait atau 

dependent species khususnya spescies yang terancam punah, 

jika perlu langkah tersebut bisa mencakup langkah teknis yang 

bertalian dengan ukuran ikan, ukuran mata jaring atau alat 

tangkap, ikan buangan, musim dan kawasan tertutup serta 

zona yang dicadangkan untuk perikanan terpilih, khususnya 

perikanan artisanal. Langkah tersebut harus diberlakukan, jika 

perlu untuk melindungi yuwana dan induk pemijah.  Negara 

dan organisasi dan tatanan pengelolaan perikanan, sejauh bisa 

diperaktekan, harus menggalakan pengembangan dan 

penggunan alat tangkap dan teknikɀteknik yang selektif, aman 

lingkungan dan hemat biaya. 

7.6.10.   Negaraɀnegara dan organisasi serta tatanan pengelolaan 

perikanan subregional serta regional, dalam kerangka kerja 

wewenang mereka masingɀmasing harus mengintroduksikan 

langkah bagi sumber daya yang menipis dan sumber daya yang 

terancam penipisan yang memberikan kemudahan 

pemanfaatan yang berkelanjutan stok tersebut. Negara dan 

organisasi serta tatanan itu harus melakukan upaya untuk 
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menjamin bahwa sumber daya dan habitat yang sangat penting 

bagi kesejahteraannya yang sudah secara merugikan 

dipengaruhi oleh penangkapan atau aktivitas manusia lainnya, 

harus dipulihkan. 

 

7.7. Pelaksanaan 

7.7.1.   Negaraɀnegara harus menjamin bahwa sebuah kerangka kerja 

hukum administratif yang efektif pada tingkat lokal dan tingkat 

nasional selayaknya ditetapkan untuk pengelolaan konservasi 

sumber daya dan pengelolaan perikanan. 

7.7.2.   Negaraɀnegara harus menjamin bahwa hukum dan 

perundangɀundangan memuat sanksi, yang dapat diterapkan 

sepadan dengan beratnya pelanggaran agar efektif. Termasuk 

sanksi yang memungkinkan bagi penolakan, pembatalan atau 

pembekuan autorisasi untuk menangkap ikan akibat 

ketidaktaatan terhadap langkah konservasi dan pengelolaan 

yang berlaku 

7.7.3.   Negaraɀnegara, sesuai dengan hukum nasional mereka, harus 

melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan 

perikanan yang efektif serta langkah penegakan hukum, jika 

perlu, termasuk program pengamat, pola inspeksi dan sistem 

pemantauan kapal. Langkahɀlangkah tersebut harus digiatkan 

dan jika perlu dilaksanakan oleh organisasi dan tatanan 

pengelolaan perikanan subregional atau regional sesuai 

dengan prosedur yang disepakati oleh organisasi atau tatanan 

itu. 

7.7.4.   Negaraɀnegara organisasi dan tatanan pengelolaan perikanan 

subregional atau regional selayaknya harus menyetujui cara 

pembiayaan kegiatan organisasi dan tatanan itu dengan 

mengingat, antara lain, manfaat-manfaat relatif yang diperoleh 
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dari perikanan itu dan berbedanya kapasitasnya negara dalam 

menyediakan pembiayaan dan kontribusi lain, jika perlu dan 

apabila mungkin organisasi dan tatanan itu harus berusaha 

memperoleh kembali biaya-biaya konservasi. Pengelolaan dan 

penelitian perikanan. 

7.7.5.   Negaraɀnegara anggota atau peserta dalam organisasi atau 

tatanan pengelolaan perikanan subregional atau regional 

harus melaksanakan langkah yang disepakati secara 

internasional dan diadopsi dalam kerangka kerja organisasi 

atau tatanan tersebut dan konsisten dengan hukum 

internasional untuk menangkal kegiatan kapal yang 

mengibarkan bendera bukan anggota atau bukan peserta yang 

terlibat dalam kegiatan yang mengurangi keefektifan langkah 

konservasi dan pengelolaan yang ditetapkan oleh organisasi 

atau tatanan tersebut. 

 

    

7.8. Langkah Pembiayaan     

7.8.1.   Tanpa melanggar perjanjian internasional yang relevan, negara 

harus mendorong bank dan lembaga pembiayaan untuk tidak 

mengharuskan kapal penangkap ikan atau kapal pendukung 

penangkap ikan berbendera dalam yuridiksi selain negara 

penerima pinjaman karena keharusan itu akan mempunyai 

pengaruh meningkatkan kemungkinan ketidaktaatan terhadap 

langkah konservasi dan pengelolaan internasional. 

 

 

 

 

 



 
 

60 

PASAL 8 

OPERASI PENANGKAPAN IKAN 

 

8.1. Kewajiban Semua Negara  

8.1.1.   Negaraɀnegara harus menjamin bahwa hanya operasi 

penangkapan ikan yang diizinkan oleh negara tersebut 

dilakukan di dalam perairan yuridiksi negara tersebut dan 

bahwa operasi penangkapan itu dilaksanakan dengan cara 

yang bertanggung jawab. 

8.1.2.   Negaraɀnegara harus memelihara catatan tentang otoritas 

penangkapan ikan yang diterbitkan, dan dimutakhirkan pada 

selang waktu beraturan. 

8.1.3.   Negaraɀnegara harus memelihara data statistik yang 

dimutakhirkan pada selang waktu teratur sesuai dengan 

standard praktek internasional yang diakui atas semua operasi 

penangkapan ikan yang diizinkan negara tersebut. 

8.1.4.   Negaraɀnegara sesuai dengan hukum internasional di dalam 

kerangka kerja organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan 

subregional atau regional harus bekerjasama menetapkan 

sistem untuk pemantauan, pengendalian, pengawasan dan 

penegakan dari langkah yang bisa diterapkan berkenaan 

dengan operasi penangkapan dan kegiatan yang terkait di 

perairan di luar yuridiksi nasional mereka. 

8.1.5.   Negaraɀnegara harus menjamin bahwa standar kesehatan dan 

keamanan diberlakukan bagi setiap orang yang bekerja dalam 

operasi penangkapan. Standar itu tidak boleh kurang dari 

persyaratan minimum perjanjian internasional yang relevan 

tentang kondisiɀkondisi kerja dan pelayanan. 

8.1.6.   Negaraɀnegara secara sendiri, bersama dengan negara lain 

atau dengan organisasi internasional yang sesuai harus 
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membuat tatanan untuk mengintegrasikan operasi 

penangkapan ikan ke dalam sistem pencarian dan 

penyelamatan maritim. 

8.1.7.   Negaraɀnegara melalui program pendidikan dan pelatihan 

harus meningkatkan pendidikan dan keterampilan para 

nelayan, dan jika perlu kualifikasi profesi mereka. Program 

tersebut harus memperhatikan standar dan pedoman 

internasional yang disepakati. 

8.1.8.   Negaraɀnegara, selayaknya harus memelihara dokumen 

menyangkut para nelayan, bilamana mungkin, memuat 

informasi tentang tugas dan kualifikasi mereka, termasuk 

sertifikat kecakapan sesuai dengan hukum nasional. 

8.1.9.   Negaraɀnegara harus menjamin bahwa langkah yang bisa 

dipraktekan berkenaan dengan para nahkoda dan para 

perwira lain yang didakwa dengan suatu pelanggaran 

pengoperasian kapal penangkap ikan harus mencakup 

ketentuan yang mungkin membolehkan, antar lain, penolakan, 

pembatalan atau pembekuan otorisasi untuk bertugas sebagai 

nahkoda atau perwira kapal penangkap ikan. 

8.1.10.   Negaraɀnegara dengan bantuan organisasi internasional yang 

relevan, harus berupaya menjamin melalui pendidikan dan 

pelatihan bahwa semua yang terlibat dalam operasi 

penangkapan diberi informasi tentang ketentuan yang paling 

penting dari tatalaksana ini, demikian pula ketentuan 

menyangkut konvensi internasional yang relevan dan standar 

lingkungan yang bisa diterapkan dan standar lain yang penting 

untuk menjamin operasi penangkapan ikan yang bertanggung 

jawab.  
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8.2. Kewajiban Negara Bendera Kapal  

8.2.1.   Negara bendera harus memelihara catatan kapal penangkap 

ikan yang diberi otoritas mengibarkan bendera mereka dan 

diberi otoritas menangkap ikan serta harus menunjukan dalam 

catatan itu rincian dari kapal, kepemilikan dan hak untuk 

menangkap ikan. 

8.2.2.   Negara bendera harus menjamin bahwa kapal penangkap ikan 

yang diberi hak untuk mengibarkan bendera mereka tidak 

menangkap ikan di laut lepas atau di perairan dalam lingkup 

yuridiksi negara lain kecuali kalau kapal itu telah memiliki 

sebuah sertifikat pendaftaran dan telah diotorisasikan 

menangkap ikan oleh otoritas berwenang. Kapal tersebut 

harus membawa sertifikat pendaftaran dan otorisasi 

menangkap ikan yang mereka miliki. 

8.2.3.   Kapal penangkap ikan yang diotorisasikan menangkap ikan di 

laut lepas atau di perairan lingkup yuridiksi suatu negara 

selain dari negara bendera, harus diberi tanda sesuai dengan 

sistem penandaan kapal yang seragam dan diakui secara 

internasional seperti misalnya, standar spesifikasi dan 

pedoman bagi penandaan dan identifikasi kapal penangkapan 

ikan dari FAO. 

8.2.4.   Alat penangkap ikan harus diberi tanda sesuai dengan 

peraturan perundang-undang nasional supaya pemilik dari 

alat tangkap itu dapat diidentifikasi. Persyaratan penandaan 

alat tangkap harus memperhatikan sistem penandaan alat 

tangkap yang seragam dan diakui secara internasional. 

8.2.5.   Negara bendera harus memastikan kepatuhan nelayan dan 

kapal penangkap ikan terhadap persyaratan keselamatan yang 

tepat sesuai dengan konvensi internasional, kode-kode praktek 

yang sudah disepakati secara internasional dan pedoman yang 
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bersifat sukarela. Negara harus menggunakan persyaratan 

keselamatan yang tepat untuk seluruh kapal kecil yang tidak 

dicakup oleh konvensi internasional, kode praktek atau 

pedoman suka rela tersebut. 

8.2.6.   Negaraɀnegara yang tidak menandatangani persetujuan untuk 

memajukan kepatuhan Langkahɀlangkah konservasi dan 

pengelolaan internasional oleh kapal ikan yang menangkap di 

laut lepas harus didorong untuk menerima persetujuan 

tersebut dan menggunakan hukum dan perundangɀundangan 

dan peraturan yang konsisten dengan ketentuan-ketentuan 

persetujuan tersebut. 

8.2.7.   Negara bendera harus mengambil langkah penegakan 

terhadap kapal penangkap ikan yang diberi hak untuk 

mengibarkan bendera mereka yang tidak mematuhi langkah 

konservasi dan pengelolaan yang bisa diberlakukan, jika perlu 

termasuk menganggap ketidakpatuhan tersebut sebagai suatu 

pelanggaran menurut peraturan perundangɀundangan 

nasional. Sangsi yang bisa diberlakukan berkenaan dengan 

pelanggaran harus cukup berat agar efektif dalam pemastian 

ketaatan dan untuk menangkal pelanggaran yang terjadi 

dimanapun dan harus mencegah para pelanggar untuk 

memperoleh manfaat yang diperoleh dari kegiatan mereka 

yang tidak sah. Sanksi bagi pelanggaran yang serius dapat 

mencakup ketentuan bagi pembatalan atau pembekuan 

otorisasi penangkap ikan. 

8.2.8.   Negara bendera harus mempermudah akses akses 

penanggungan asuransi untuk para pemilik dan penyewa kapal 

penangkap ikan. Para pemiliki dan penyewa kapal penangkap 

ikan harus mempunyai asuransi yang cukup untuk melindungi 

anak buah kapal dan kepentingan mereka, untuk mengganti 
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kerugian kepada pihak ketiga terhadap kehilangan atau 

kerusakan dan untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. 

8.2.9.   Negara bendera harus menjamin bahwa para anak buah kapal 

berhak untuk pemulangan dengan memperhatikan asas dalam 

konvensi pemulangan pelaut. 

8.2.10.   Jika terjadi suatu kecelakaan pada suatu kapal penangkap ikan 

atau seseorang di atas kapal penangkap ikan, negara bendera 

dari kapal penangkap ikan yang bersangkutan harus 

memberikan rincian tentang kecelakaan tersebut kepada 

negara dari setiap warga negara asing di kapal yang 

mengalami kecelakaan. Informasi tersebut harus pula, sejauh 

bisa dilakukan, dikomunikasikan ke Organisasi Maritim 

Internasional/ IMO.  

 

8.3. Kewajiban Negara Pelabuhan  

8.3.1.   Negara pelabuhan, melalui prosedur yang ditetapkan dalam 

peraturan perundangɀundangan mereka, sesuai dengan 

hukum internasional, termasuk persetujuan atau tatanan 

internasional yang bisa diberlakukan, harus mengambil 

langkah yang diperlukan untuk mencapai dan membantu 

negara lain dalam mencapai tujuan dari tatalaksana ini, dan 

harus memberitahukan ke negara lain rincian dari peraturan-

peraturan dan langkah yang mereka tetapkan untuk maksud 

itu. Bila mengambil langkah tersebut suatu negara pelabuhan 

tidak boleh membeda-bedakan terhadap kapal dari negara lain 

dalam prosedur atau tindakan. 

8.3.2.   Negara pelabuhan harus memberikan bantuan kepada negara 

bendera jika perlu, sesuai dengan hukum nasional dari negara 

pelabuhan yang bersangkutan dan hukum internasional, ketika 

sebuah kapal penangkap ikan yang berada secara sengaja 
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dalam suatu pelabuhan atau pada suatu terminal lepas pantai 

dari negara pelabuhan dan negara bendera dari kapal itu 

memohon bantuan pada negara pelabuhan berkenaan dengan 

ketidaktaatan terhadap langkah konservasi dan pengelolaan 

subregional, regional atau global atau standar minimum yang 

disepakati secara internasional untuk mencegah pencemaran 

dan untuk keselamatan,  kesehatan serta persyaratan kerja di 

atas kapal penangkap ikan.  

 

8.4. Operasi Penangkapan Ikan  

8.4.1.   Negaraɀnegara harus memastikan bahwa penangkapan ikan 

dilakukan dengan memperhatikan keselamatan hidup manusia 

dan Peraturan Internasional IMO bagi pencegahan tabrakan 

dilaut. Demikian pula persyaratan IMO bertalian dengan 

pengorganisasian lalu lintas laut, perlindungan lingkungan laut 

dan pencegahan kerusakan atau kehilangan alat penangkap 

ikan. 

8.4.2.   Negaraɀnegara harus melarang praktek penangkapan ikan 

yang menggunakan bahan peledak dan racun serta praktek 

penangkapan ikan yang merusak lainnya. 

8.4.3.   Negaraɀnegara harus melakukan setiap upaya untuk menjamin 

bahwa dokumentasi berkenaan dengan operasi penangkapan 

ikan, semua hasil tangkapan ikan maupun bukan ikan, baik 

yang disimpan maupun yang dibuang, dan informasi yang 

dibutuhkan bagi pengkajian stok ikan seperti yang diputuskan 

oleh badan pengelolaan yang relevan, dikumpulkan dan 

diajukan secara sistematis ke badan tersebut, negara sejauh 

mungkin harus menetapkan program misalnya program 

pengamat dan inspeksi, guna meningkatkan ketaatan terhadap 

langkah yang diterapkan. 
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8.4.4.   Negaraɀnegara harus mendorong penerapan teknologi 

tepatguna. Dengan memperhatikan kondisi ekonomi, untuk 

pemanfaatan dan penanganan yang terbaik dari hasil 

tangkapan 

8.4.5.   Negaraɀnegara dengan kelompok industri yang relevan harus 

mendorong pengembangan dan pelaksanaan teknologi dan 

metode operasional yang dapat mengurangi ikan buangan. 

Penggunaan alat penangkap ikan dan praktek yang menjurus 

pada terbuangnya hasil tangkapan harus dicegah, sedangkan 

penggunaan alat penangkap ikan dan praktek yang 

meningkatkan laju lintasan ikan yang lolos harus digalakan 

8.4.6.    Negaraɀnegara harus bekerjasama mengembangkan dan 

menerapkan teknologi. Material dan metode operasional yang 

meminimumkan kehilangan alat penangkap ikan dan efek 

penangkapan dari alat penangkap ikan yang hilang atau 

ditelantarkan (ghost fishing effects) 

8.4.7.   Negaraɀnegara harus memastikan bahwa pengkajian implikasi 

gangguan terhadap habitat dilaksanakan sebelum introduksi 

alat penangkap ikan, metode dan operasi  yang baru pada skala 

komersial ke suatu kawasan 

8.4.8.   Penelitian dampak lingkungan dan sosial alat penangkap ikan 

dan khususnya, dampak alat tangkap itu terhadap 

keanekaragaman hayati dan komunitas nelayan pesisir harus 

digiatkan. 

 

8.5. Selektivitas Alat Penangkap Ikan  

8.5.1.   Negaraɀnegara harus mensyaratkan bahwa alat, metode dan 

praktek penangkapan ikan, sejauh bisa dilaksanakan agar 

cukup efektif sedemikian rupa sehingga meminimumkan 

limbah, ikan buangan, hasil tangkapan spesies bukan target 
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baik spesies  ikan maupun spesies bukan ikan serta dampak 

terhadap spesies yang terkait atau tergantung dan bahwa 

maksud dari peraturan terkait tidak diabaikan oleh peranti 

teknis. Sehubungan dengan ini, para nelayan harus 

bekerjasama dalam pengembangan alat dan metode 

penangkapan yang selektif. Negara harus menjamin bahwa 

informasi tentang perkembangan dan persyaratan yang 

terbaru tersedia bagi semua nelayan. 

8.5.2.   Dalam rangka meningkatkan selektivitas, bilamana negara 

menyusun hukum dan peraturan perundangɀundangan serta 

mereka harus memperhatikan kisaran dan alat penangkap 

ikan yang selektif, metode dan strategi penangkapan ikan yang 

tersedia pada industri tersebut. 

8.5.3.   Negaraɀnegara dan lembaga yang relevan harus ber-

kolaborasi dalam mengembangkan metodologi baku bagi 

penelitian selektivitas alat, metode dan strategi penangkapan 

ikan 

8.5.4.    Kerjasama internasional berkenaan dengan program 

penelitian bagi selektivitas alat, metode serta strategi 

penangkapan ikan. Penyebarluasan hasil program penelitian 

itu dan pengalihan teknologi harus digalakkan. 

 

8.6. Optimisasi Energi  

8.6.1.   Negaraɀnegara harus menggiatkan pengembangan standar 

dan pedoman tepat guna yang menjurus pada penggunaan 

energi yang lebih efisein dalam pemanenan dan kegiatan pasca 

panen di dalam lingkup sektor perikanan 

8.6.2.   Negaraɀnegara harus menggiatkan pengembangan dan alih 

teknologi bertalian dengan optimisasi energy di dalam sektor 

perikanan dan, khususnya mendorong para pemilik, penyewa 
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dan pengelola kapal penangkap ikan melengkapi peranti 

optimisasi energi pada kapal mereka. 

 

8.7. Perlindungan Lingkungan Akuatik  

8.7.1.   Negaraɀnegara harus mengintroduksikan dan menegakan 

hukum dan peraturan perundangɀundangan yang didasarkan 

pada konvensi internasional bagi Pencegahan Pencemaran dari 

Kapal, 1973 sebagaimana dimodifikasi dengan the Protocol of 

1978 yang terkait (MARPOL 73/78) 

8.7.2.   Para pemilik, penyewa dan pengelola kapal penangkap ikan 

harus menjamin bahwa kapal mereka dilengkapi dengan 

peralatan tepatguna seperti yang disyaratkan oleh MARPOL 

73/78 dan harus mempertimbangkan pemasangan sebuah alat 

pemadatan dan pengabuan di kapal untuk kelas kapal yang 

relevan guna menangani sampah dan limbah kapal yang 

dihasilkan selama operasi normal kapal tersebut. 

8.7.3.   Para pemilik, penyewa dan pengelola kapal penangkap ikan 

harus meminimumkan sampah potensial yang dibawa di kapal 

melalui praktek yang benar. 

8.7.4.    Para anak buah kapal penangkap ikan harus memahami 

prosedur yang benar di kapal dalam rangka menjamin 

pembuangan yang tidak melebihi jumlah yang ditetapkan oleh 

MARPOL 73/78. Prosedur tersebut setidaknya harus termasuk 

pembuangan limbah berminyak dan penanganan serta 

penyimpanan sampah yang berasal dari kapal. 

 

8.8. Perlindung an Atmosfer  

8.8.1.   Negaraɀnegara harus menggunakan standar dan pedoman 

yang relevan termasuk ketentuan untuk pengurangan senyawa 

berbahaya dalam emisi gas buang. 




















































































































































































































































































































































